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Menim bang a bahwa untuk melaksenakan ketentuan Pasal @ ayat (7),
pasal 11, Pasml 12 ayst (3), Pasal 13, Pasal 19, Pasal 24 ayat
{3, Pasal 25 ayal7)], Pasai 27 ayat (3, pasal 28 ayat (2),
Pesal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (&) Peraturen Dagrah
Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tehun 2012 tentang
Pajak Hiburan, perlu dilgtapken dengan Peraturan Bugpati

b. bahwa berdasarkan periumbangan sebagaimana dimaksud
delam huraf a, perlu menciapkan Keputusan Bupat Malulo

Tengahlh tentang tentang Tata Cara Pemungutan Pagk
Hiburarn,

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor &0 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurar NO 23 Tahun 1857  tentang
Pembentukan Dacran-Dacrah Swatantra Tingkat 11 dalam
Wiayah Daerah Swatantra Tingkal [ Maluku (Lonbaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1937 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indoncsia MNo:mor 1645):

2, Undang-lUnrdang Momor 17 Tahun 2002 ienlang Keuanpan
Negara (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2003
Nemor 47, Tambeha’ Lembaran Negerg Repubhk Indonesia
MNomor 4286);

4. Undang-Undang homor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dun Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Normor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 5049; '
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12.

13

2

Undang-Undang Noarmor 33 Tahun 2004 Lentang
Perimbangan Heuangan Antara  Pemerintah Pusat dan
Femenntahan Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tehun 2004 Noemor 126, Tambaban | lLembaran  Megara
Republik Indonesia Nomor 125),

Undang-Urdang Momor 38 Tahun 2009 teruang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Megara Republik Indonesta
Tahun 2000 MNomor 120, Tambahan lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 5S049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ctentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 201 Naomor 82, Tamhbahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor S224);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemernntahan
Dasrah (Lembaran Negara Repubik Indongsia Tahun 2014
Namar 244, ‘Tambehan lemhbaran Negara Republik Indonesia
Memor 2087 sebagaimang wlah diubah beberapa kall terakhir
dengan Undang-Undeng Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tshun
2014  tentang Pemerintahan ©Qaerah  [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negare Republik Indenesia Nomor 5879)

Peraturen Pemerintah ©Nomor 13 Tehun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayeh Kotwmnadya Daerah Tingkat I
Ambon [lLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomeor 20, Tambahan Lembaran Negsra Republik Indonesia
Nomor 3137},

Peraturan Pemerintash Nemor 58 Tahun 2005  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesie Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indongsig MNomor 4578);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 35 wahun 2016 tentang
ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
jLembaran Nepara HRepublik Indenesia tahun 20186 Nomor
2443,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20135
tentang Pembenu kan Produk Mukuny Daerah [Berita Nogara
Repubhk Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036];

Peraruran Daerah  Kabupalen Maluku Tengah  Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pajk Hiburan (Lemnbaran  Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 122},
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MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TATA CARA

Dalam
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14,

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN .

BaB 1
KETENTUAN  UMUM
Pasal |
Feraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupater Maluky Tengah.
Pemerintah adelgh Perncnntah Kabupaten Malulcu Tengah.
Kepala Dacrah acdalah Bupati Maluky Tengah,

Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Malaloy Tengah,

Kepala Badan adalah Kepala Badan FPendgpatan Duerah Kabupaten
Maluku Tengah.

Pejabiat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang

perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kas Dasrah adalah Kas Daerah Pemecimiah Kabupaten Maluku Tengah,

Badan adalah sckumpulan wrang danfatau mocal yang merupakan
kesatuan bak yang melakukan usaha maupun yang tdek melakukan
usaha yang melputi perseroan terbatas, perseroan  Komanditer,
pergeroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
ataw dalam bentuk apapun, firme, kongsl, koperasi, dana pensiun,
Persekutuan, perkumpulan, yayasan, Orgarmsesi mass, orgsnisasi aosial

pulitik  ataw organisasi lainnyd, lembeaga dan bentuk bentuk badan
innya termasuk kontrak inveatasi kolekufl dan bentuk usaha tetagp.

Hiburan adalah semua jenis rontonan, pertunjukan, permainan,
dan/etau keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Pajek Hiburan yeng sclanjutnye disebut pajak adalah pungutan daerah
atas penyclenggaraan hiburan,

Tanda masuk adalah suatu tanda atgu alan vang sah dngan nama dan
dalam bentuk apapun yang digunakan untuk menonton, menggunakan
sta menikmat! hiburan, berupa kasrcis atau pas masuk yang dipungut
bayaran atzu hidak dipungut bavaran,

Harga Tanda Masuk yang selanmjuinya disingkalr HTM adalabh pilan uang
yang tercantum pada tanda masuk, vang harus dihayar oleh penanton
atau pengunjung,

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh
pemilik hiburan atas imbalan atas jasa yang disediakannya. Pembayaran
bisa berupa tunal, cek kartu kredit,

Penyelenggara hiburan adalah orang atau badan yang menyelengparakan
buran baik untuk dan atas namanya sendin atau untuk dan atas
nama pihak lain yvang menjadi tanggungannya.
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15Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadi~i suatu

16,

17

8.

19,

21.

22,

23.

26.

hiburan untuk melihat danfatau mendenpgar atau menikmatinya atay
menggunakan faslitas yang disediakan oleh penyelenggara  hiburan
kecuall penvelenggara, Karyawan, artis dan petugas vang menghadiny
untuk melakukan tugas pengawasan.

Sistern Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikeoakarn
kepada Wajb Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan
melaperkan serta menyetorkan pajak lerutang.

Pajak yang terutang adalah pajak vang harus dibayar oleh Wajib Pajak
pada suvatu saat, dalarn Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam
Bagian Tahun Pajak sesual dengan ketentuUan peratUran perundang-
undangan perpajakan daecrah.

Subjek Pajk adalab orang pribadi atau badar yang dapal dikenakan
Daypl daerah.

Wajb Pajek adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong  pajak dan pemunput paiak. yang mermpunyal hak dan
kewajiban perpajakan sesua dengan kerentuan persiuman perundang-
andangan perpajakan daerah;

. Maea Pajak adalah jangka wakiu 1 {satu)] sampai dengan 3 (tiga) bulan

Kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak vang lerutang;

Tahun Pajel adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun kalender,
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tehun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender; '

Pemungutan adalah suatu rangkeaian kegiatan mulal dar penghimpunan
data cbjek dan subjek pajak, penentuan besarnye pgajak yang terutang
sampai kegintan penagihen pajk kepada wajib pajak serta pengawasan
penyelorannya,

Nomeor Pokeok Wajibh Pajak Dagrsh yang selanjutnya disebut NPWPD
adelah nomor yang diberiken kepada Wajb PFaak Laeralh yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal dirt aw identitas Wajik Pajalk
Dasren delam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakanmva,

. Surat Pengukuhan adalah sural yang diterbitkan oleh Kepala Hadan

Pencapatan Daerah Habudatzn Maliku Tengah sSebagm dasar untuk
melakitkan permungutan pajak.

. Surat Pemberitzhuan Objek Pajak Dacrah, yang selanjutnya disingleat

SPOPD adalah surat yvang digunakan oleh Wajib Pajak urntuk melaporkan
data Subjck dan Obprk Pajpk Hiburan sesua dengan ketentuan
peraturan peruncang-undangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD

" adalah  gurat yapg olth Wajib Pajak digunakan untux  melaporkan

3
=1

pehghitunpan danfatau pemba saran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objck pamk danfatau bukan harta dan  kewajiban  sesuar  dengan
ketentuan peraturan  perandang-uncangan perpajakan dacrah;

. Burat Seteran Pajak Daerah, yang s.glanpinya disinglat 33PD, adalah

buktt pembarraran atau pensyetoran pajek varg teleh diakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan  cars lam ke kas
daeran melalui tempat pémbayaran vang ditunjuk oleh Xepala Daerah.
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. Surat Taghan Papk Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah

sural untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administras:
berupa bunga dan/atau denda

- Burat Kewetapan Pajek Dacrah Kurang Bayer, yang selanjutnya disingkat

SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah  polkok palak, jumlah kredit  pajak, jumlah  kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administeant’ cdan jurnlah
pajpk yang masih harus dibayar.

Surat  Ketetapan  Palak Daerabh  Kurang  Bayar © Tambahan,  yang
selanput nya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajpk yang
menentukan tambahan atas jumla h pajak vang telah ditetaplkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang celanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat Ketetapan pajpk yarng mencntukan jumlzh pokck pajak
sama besamya dengan jumlah kredit pajpk atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pgjak Daerall Lebih Bayar, yang selanjutnya djsjngkat
SKPDLBadalah  surat ketetapan pajak  yang' menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajpk karepa jumlaly kredjt p_ajak lebih hesar
daripada pajak yeng terutang atau scharusnya tidak temutang.

. Burat Tagihan Pelyek Dae¢rah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah

sural untuk melakukan taghan pajak danjataw sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Surat  Keputusan  Pembetulan  adalah  surat  Keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalnhan hitang, danfatau kekeliruan
dalar penerapan ketentuan tertenu  dalam  peraturan  perundang.-
undangan perpajakan dasranh yang terdapal dalam Surat Pernberntahuan
Pajak Terutang, Surat Keterapan Pajx Dacrah, Surat RKetctapan Pajpak
Dagrah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Deerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pgjak Dazrah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pgelk Daerah, Surar Keputusan
Pembetulan, atat Surat Keputusan Keberatan.

. Surat Keputusan Keberatan adalah suratl keputusan atas keberatan

Lterhedap Surat Pemberitahuien Pajak Terutang, Surat Kelclapan Pajalk
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan  atau pemungutan oleh pithak Ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

FPurusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yanp diajukan oleh wanub pajak.

37.Pembukuan adalah suatu proses pencalalan vang dilakukan  secara

38.

teratur untuk mengumpulkan  data dan  nformast keuangan  yang
melipati harta, kewapban, modal, penghasian dan bayar serta jumlah
harga perotehan dan penyerahan barang atag jd=sci, vang dilutup dengan
menyusun laporan keuangan  berupa neraca dan laporan laba gl
untuk penode tahun paal terse but.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bulkti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengji
Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah danfatau untuk
tujuan  lan  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
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M. Penyidikan  tindek  pidana di bidanp  perp:ajekan daerah adalah
serangkalan tindakan yang dilakukan vleh péryidik unluk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti it membuat terang tindak

pdana & bidang perpajakan daerah yvang terjadi serta menernukan
rersangkanya.

BAE T
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK
Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 2

Pendataan coijek pajak hiburan dilakukan dengan memberkan Surat
Pemberitabuan Pajk Daeralh (SPTPD) kepada Waijlb Pajak atan djipmbil

scndir! aleh Wa)ib Pajax ke Kepala Daerah atau pelabat vang ditunjuk.

Surat Pemberitahuan Pajalk Daerah 'SPTPD) suba_gain'}ana gimaksud pada
ayal {1} walib duenma oleh Wapb Pajak dan sclamjputnya disr dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatanganm oleh Waib Pajak atau kKuasanya.

Bagian Kedua
Pasgal 3

Sctiap Wajib Fajak waijib mendaftarkan wusaha atdau objek pajek ‘dengan
menggunakan SPOPD Pemerintah Dacrah. '

Pendaftaran Objek Pajak sebagamana dimeksud pada ayal (1) berupa
saendufllaran atas penyelenggaraan hiburar,

SPOPD sebagsimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri dari Wajib
Pajak dan wajib diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani
der gan melampirkan;

a. Forocomy identitas din (KTP, SIM atau paspor);

b, Fetocopy skte pandirian badan usahea;

¢ Fotocopy surat keterangan domisili usahs,

d. Surat Izin Usaha atan Sura: Izin Penyeolenggaraan Hiburan dari instansi
yany berwenang;

@ Surat luasa apabila  pemilik/pengelola  usahaf penangsung  jawab
berhalangan dengan disertat lotocopy ldentitas il (KTP, SIM paspor)
dari permmberi kuasa;

I. Setiap fofocopy yang merupakan persyaratan pendaftaran usaha atau
objek pajpk hiburan haras dileplisir oleh pejabat vang berwenang atau
menunijukan aslinya kepada petugas.

SPOPD sebapaimana dimaksud pada avat () harus disampatkan kepada
Kepala Daerah melalui Kepala Badon Fendaspatan Daerah paling lambat 7
itujuh) han sebelum penyelenggaraan hiburan.

Ragl Wajb Pajk yang telah mendalarkan vsahanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Daerah alau pejabal yang diunjuk mencruibkan:

a. Surat pengukuhan sebagai wajpb pungur;

b Kartu NPWFPD;

< Pemberitahuan Pemunputan Pajak.
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Untuk pemungutan pajpk hiburan, Kepala Dacrah atau Pejabat vang
ditunjuk wmenetapkan pengusaha hiburan sebagal wajb pungut pajek
disertal penertiban NPWPD,

Kepala Daerah atau perabat yang dituniuk merertibkan NPWPD sccara

iabatan, apabila Wajlo Pajak tidak mer yampatkan SPOFPD sebagaimana
dimaksud pada ayat @).

Pemberitabuan pemungutan pajak sehagainiana dimalsud  pada ayal (5}
hurul €, waph dipasang ¢leh Wajib Piajak pada ternpat yang mudah dilihat,
dibaca oleh penganjung/tamu atac di tempat pembayvaran (kasie),

Pemberitahvan pemungutan pajak sebagarnana dimaksud pada ayat (8],
dikecualikan dari penyelenggaraan hiburan insidentil.

Penertiban NPWPD sccara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
adatah penertiban NPWPD yeng dilakukan oleh Kepala Daesrah atau Pejabat
yang ditunjuk berdasarkan data atau keterangan lain  yang  dimiliki
Pemerintah Daerah yang bukan berdasarkan data dan ‘wajib Pajak.

Wapb Pajak yeng tidak mendaftarkan usahanya kepads Pemerintah Daerah
sebagalimana dimgksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sgsual dengan
ketgntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baglan Kedua
Felaporan
Pasal 4

SPTPD yang berisikan pelaporan ates omset penerimaan brulo Wajib Pajak
ates penveiengaraan hiburan disampaikan paling lame 15 {lima belag hari)
setelal berakhirnya Masa Pgjak,

Apabila batas wakt\ penyampalan SPTPD berepavan peds har libur, maka
batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari Kerja berikuinya,

Khusus terhadap penyslenggara hiburan ineidentil, penyampaian SPTPD
sebagaimana dimaksud pada ayar {1) dilakuken pada jengka weakiu paling
lama 3 {tiga) heri setelah hiburan insidsruil selesa; digslenggarakarn.

Penyampnign SPTPD sebagiamana dimaksud pada ayat (1], harus disertai
dengan dokumen lain, berdipa

a. Rekapilulasi omezet penerimagn butan yvang Dersangkuiain

b. Realsasi penggunaan tanda masuk bag penyelenggara hiburan yang
menggunakan tanda masuk;

c. Rekapitulasi bon penjualan atau struk cash register |bapgi penyelenggara
hiburan yang menggunakan bill atau sticke register).

d. - Tindasan buku setoran pajak yang telah dilakakan.

SPTPD dianpggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani cleh Wajb
Pajele atau kuasanya schagaimana dimaksud pada ayat (1] dan/atau tdak
rmmelampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
{4

Penyampaian SPTPD sepagalmana dimaksud pada ayat (3) harus disertal
dengan dokumen lain, berupa

a, R‘.‘ckapitu}asf penenimaan bruto atas penyelenggara hiburan insidenti
vang bersangkutarn,
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b, Realisasi penggunaan tanda masuk, berikin: porongan tanda masuk yang
ierjual dan tidak terjual;

c. Tanda terima {esli uang jaminan pembayaran pajak hiburan insidentil
dari petugas Badan Pendapatan Daerah

Terhadap penyclengaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD  alau
dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam jangka
waktu paiing lama 3 (tiga) hari sctelah hiburan insidentil disclenggarakan.,

Pasal 3

Alas permohanan - Wajib Pajak, penyampaian 3FTPD  dapat dibertkan
perpanjangan jangka ‘waktu paling tama 7 (tujuh) hao kena oleh Kepala
Daerah amau  Pejabat varng diunpr k,  kecuali untuk  SPTPD  atas
penyelenggaraan hiburan msiden ti,

Permohonan perpanjangan jangka wakiy penyampaian SFTPD sebagaimana
diraksud pada ayat {1) diajukan secara tertulis disertal alasan yang jelas
sebelum  berakhirmmya  batagy  waklu  penyampaian  SPTPD  sehapaimana
disgampaikan dalam Pasal 4 ayu (1],

Fazalb

Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapul membetulkan SFTPD yvang telah
disampaikan dengan menyampaikan sural pernystaan tertulis kepada
Kepala Daerah atau Pegjabat yang ditunjuk dalam jangka walkwa 7 {tujuh)
hari sesucah berakhimysa Mase Pajak atau Tehun Pgjak, sepanjang belum
dilakukan tindakan mesa pemerikeaan.

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud
pada ayst (1), yang menpgakibatkan utarg pajek menjadi lebih beser, makea
dikenakan sanksi administrasi sssuai Peraturan Dasrah yang berlaku atas
jumlah pajak yeng kurang dibeyar, dinitung sejak berakhicnya penyampaian
SPTPD sampai dengan tanggal pémbayaran akibal dari pemberlan SPTPD.

BAaD 1
TATA CARA PENETAPAN D;HN PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal?

Pajak hiburan dipungut dengan sistem self assesment yang memberikan
kepercayaan kepada Wajib Pajek untuk menghitung, memperhitungkan,
menetapkan dan melaporkan sendiri pajak terutang Kepala Daerah

Wailb Pajak dalamm menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar
dan melaporkan sendiri pajak yang teruwang ssbagaimana ¢maksud pada
ayat (1), menggunakan SFTPD,

Fasal &

Dalam jangka wakna 5 {lima)] tahun sesudah saat werutangnva pajak, Kepala
Dactah atan Pejabal yang dilunjek dapar meneribkan:

a. SKPDKEB calam hal-

1] Apabila berdasarkan hasil pemenksaan atau kelerangan iain, palek
yang terutang tidak atau kurang dibayar,
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(7)

(4]

{2}
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2} Apabila SPTPD tidak disampalkan kepada Kepala Daerah atau
Pegbat yang ditunjuk calam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak
diterima dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampatkan pada
wakiunya scbagaimana ditenlukan dalam surat teguran;

3 Kewajiban mengisi SPTPD dak dipenuhi, pajek yang terctang
dihitung secara jaoatan. :

b, SKPDKBT, apabila ditemukan data baru danfatan data vang semula
belum terungkap yang menvebabkan penambahan jumlbah pajak yang
Lesrul g .

e, SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarmya dengan

jurnlah kredit pajak ateu pajk ticak terulang dan tdak ada kredit pajak.
Jumlah kekurangan pajak vyang terutang dalam SKPDKE scbagamana
dimaksud pada ayat (1} huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sankai
administrasi, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 {dua pulubh empat] bulan dihitung sejak saat
erutang pajak sampa) dengan diterbitkannya SKPDKB.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} huruf a angka 3, ditctapkan sccara jabatan dengen dikenakan
sanksl administragi, dihitung dani pajak yang kurang atau terlambat dibeyer
untirk  jangka wakiu paling lama 24 (dus pulu empat] bulan dilitung
terutangnya pajak sempal dengan diterkatkanys SKPDKR.

Jumiah kekurangan pajek yang terutang daiam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf b, dikenakan sanksi administrasi darn jumlah
kekurangan pajak terssbut.

Kenaikan scbagaimana dimaksud pada avat (4), lidak dikenakan apabila

Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan,

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tidak dapat diterbitkan
sebelum didahulul dengan diterbitkon SKFDKH sebapgaimana dimaksud
peEda ayat {3},

SKFDKET sebageimana dimaksud pada ayat (40 dapatr diterbitlcan lebili dan
1 (=smtv) kali untuk Mast Pakl astau Tohun Pajak yang sams sepanjang

di*ermukan lagi data yang belum Lerungksp yang menyebabkan penambahan
jurniah pajgk terutang. :

Pagal 9
Juntiah Pajak dihitung secata abatan sehigammana dimaksud dalarn Fuasai 5§,
ayat {3} adalah penclapan besarnya pajak Lerutang dilakukan oleh Kepala

Daerah atau Pejabat vang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau
keterangsn lain yang dimiliki Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

Penctapan pajk secara jabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilaloukan apabila

4. Wajib Pajk tidak menyelenggarakan permbukuan dan pencaratan omzet
usahanvya;

b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapr tidak
lengkap atau tidak benar;

o

Wayh Pajak tidak mau menunjukan pembukuan atau menolak untuk
diperiksa dan menolak memberikan keterangan pada ssat dilakukan
pemerilksaan;
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d. Wajib Pajak ndak menggunakan bon penjualan (bid) yang berseri dan
bernomor urut:

¢ Wajbh Paak yang waib melegalisasi bon  penjualan (b))  tidak
melegalisasinya toan pa ads persetujuan Kepala Daerah;

. Wajb Pejak mclanggar hketentuan larangan scbagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Sebelum dikenakan perhitungan- pajpk secara jabatan, Petugas Pemeriksa
harus terlebith dahulu melakukan prosedur pemeriksaan sesum ketentuan
peraluran peruncang-undangan yang berlalku

Penetapan pajpk secara jabatan dapal didasarkan pada data omzet yang
dipercleh melaln salah satu atau debibh daer 3 (tpa) cara atau metode
penteriksaan dengan lanapan priorilas sebagai berikout -

a Berdasarkan hasil opname lkas;

b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib
Pajak;

¢ Berdasarkan hasil pembanding.

Pemeriksaan hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada ayat {4} huruf
2, dilakukan scsual prosedur yang lazim dan dilalakan seiurang- karangnya
scbanyak S (lima) kali kunjungan dengan wakiu dan harl yarg berbeda,

Hasil opname kas sebagaimana dimaksud pada '\‘aynt (2} alan dipakai
gebugal nilai omzet perhan yang merupakan nila reta-rata deri keseluruhan
penerimaan kas menurut hasil opname kas terse bt

Pemariksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi iempat Wajib
Pajak ssbagaimana dimaksud pada ayat (4 hurup b dilakukan dengan
tindakan penungguan [penggedokon) sckurang- kurangnya sebanyak 10

[sepulub) kali sesuai jam operasi baik secara  terus mMenerus  maupun
bersslang,

Berdasarkan hasil pengamaten langsung scbagaimana dimaksud pada
ayal [7), emzet ataw penerimean ditaksir dan dihitung berdasarikan rate.rata
Jurileh pengunjung perhar! dan rata-rata besarnya pembayaran dilakukan
perorang atau penguniung dengan daftar menu yang ade pada Wajib Pajak.

Pemeriksaan berdasarktan datd peémbanding sebagamana dimaksud pada
ayat (4) hurup ¢ dlakukan dengan cara membandingken kendisi usaha
Wajib Paprk dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari
fasilitas, kapasitas, Kklasifikasi lokasi usaha dan lain lain s&cara proposional
atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang scdang diperiksa dengan
tzhun atau bulan yang sebelumnya.

Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayaet (9 dapat diperoleh
berdasarkan data yang ada & Pemerintah Dacrah Maluku Tengah.

Hagran Kedua
Pembavaran
Paragrafl 1

Janmgka Wakiu Pernbayaran
Fasal 10

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas < Kas
Craerah melali Bendahara Pepnerimaan Badan Pendapatan Doerah  atawa
tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 15 (lima belas) harl setelah
berakhirnya Masa Papk dengan menggunakan SSPD.
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Apabila batas wakiu pembayaran jatuh pads hari libur, maka batas wakty
jatuh pada satu hari kerja beukutaya

Apabila pembayaran Masa Pajak terutang dilakukan sctelah jatuh tempo
pembayaran  stbagaimana  dimaksud pada ayvar (1), dikenakan sanksi
administrasi untuk jangka waku pating lama 24 (dua puluh empat) bulan
dan ditagih dengan STPD.

Pasal 11

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD wajib dilinaskan dalam
jangka waktu paling lama 20 (tiga puluh) hari sejak tangpal diterbitkan.

Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKET dan STPD wyang tdak atau
kurang dibayar setelabh jatub ternpo permbayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, dikenakan sanksi administras: sesusi Peraturan perundangan
yang berlaku,

Pasal 12

Terhadap penyelenggara  hiburan  yang  dilakukan  atas  nama  atay
tigpungan bebsrapa penyelenggara atau ofeh sescorang atau  beberapa
hadan, maka masing-measing anggota penyelenggara atau pengurus badan
dian grap stbhagal Wajb Pajak dan berunpgung  jawals reneng  atas
kewajiban permbayaran pajak.

Pemnilik/ pengeloie  hotel atau  restoran  bertanggung jewab  terhadap

pembayaran pajak terutang steas penyelenggara hidburan di hotel atau
reatoran, termasuk pemilik atmu  pengelola tempat usaha lain yeng

menyeienggarakan hiburan, kecuall ditentukan lain,

Apabila penyeclenggarsan hiburan dilakukan di hotel atau restoran ysnng
Dukan menyatu dengan pengelolaan hotel ateu restoran, dikenakan pajak
hiburan yang dipungut kepada Wgiib Pajak hotel dan/atau Walie Pajak
restoran, Kecuali ditantukan lain.

Pasal 13

Pernbayaran pujak dapac dilakukan want Pajak dalam bentuk cek dan
SC[CrsryR,  SUrat  permy&ERan  utangx aing kompensasi dan kewajphan
porpajakan dacrah sebelumnya.

Dalam hal pembayaran oleh Subjek Pajak kepada Wajlb Pajrk dipengaruhi
oleh hubungan istimewa maka harga jual atau harga pengganuan dihitung
atas dasar harga pasar vang wajar pada saai itw

Harga pasar yang wajar adalah harga pasar yang Berlaku juga untuk Subjek
Pajak atau pengunjung lainnya pada saat itu di tempat hiburan yang
bersangkuran.

Hubungan istimewa dianggap ada, apabila :

a, Orang pribadl atau badan pengusaha hiburan baik langsumg atau tidak
langsung berada di bawah pemilik aiau penguasaan crang pribad atau
badan yang sama; :

b, Orang pribadi atav badan yang menveriakan medal sebesar 25% (dua
puluh  Lima persen) atau lebih dari jumlah modal pengusaha yang
bersangkulan.
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Paragraf 2
Pembayaran Pajak Atas Penyelengparaan
Hiburan Insidentll

FPasal 14

Setiap penyelenggara hiburan insidentil wajb menggunakan tanda masuk
dan membayar uang jaminan pajak hiburan dengan pembavaran df muka
sebelum tanda masuk dilegalisasi Kepala Daerah.

L

Pembayaran uwang jaminan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diterima oleh Petugas vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Besarnya pembayaran wang jaminan pajak hiburan insidendl sebagaimana
dimaksud pada .ayat (1} sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari
Jumlah tanda masuk yvang akan dilegalisasi arau diperperasi dan diticipkan
sermentara di Bendahara Penerrmaan Badan Peadapatan Daciah,

Jangka r.l-.raktu penitipan uang jaminan seébagaimana dimaksud pada ayat (3],
skan disesuatkan dengan  waldu penyampaian SPTPD  sebagaimana
dimakasud dalam Pasal 4 gyat (3],

Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagaimana dimaksud
pade ayat (2), Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah wajib
mengeluarkkan tanda rterima sementara uang jaminan pembayaran pajak
habyren insidentil, '

Tata cara penyerahan pembayeran papk hiburan Insidentil ditentukan
sebega berikut

aPetugas yang ditunjuk oleh Kepnln Daerah, wajih melaporkan hasil
pemeriksaan awes penyelenggaraan hiburan insident! selambar-

lambatnya 3 (tige) har sciclah  hiburap  insidentl  selesai
diselenggarakan,

h  Herdasarkan Laporan Hasit Pemerik saan, Petugas yang ditunjuk oleh
Kepula Daerah dan Laporan STPTD dari wWajit Pajek sebagaimena
dimaksud dalam Pasel 3 syar (3], meneliti dan mer ghitung besarnya.
pejak werutang;

¢ Hasil penghitungan besarnya pajak orutang sebagaimans dimaksud
pada  hurufb, dituengkan datlam SSPD untuk  kemudian
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasan}:a;

d. Berdasarkan SS8PD sebagamnana dimaksud pada hurup c, Petugas
vang ditunjuk oleh Kepala Dacrah dalam waktu 1x24 {satu kali dua
puluh empat] am menyetarkan pajak terutang ke Kas Daerah melatui
Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah yang dikeluarkan

dari nang jaminan pemnbayaran pajak niburan insidentil scbhagaimana
dimaksud pada ayat (2);

e. Dalam hal terdapat kekurangan uang jaminan pembayaran pajak
hiburan insidentil, Petupas vang ditunjuk oleh Kepala Daerah
melakukan penagihan kepada Wanb Pgak dengan menertibkan
SKFDEKB.

Apabila berdasarkan hasll pemerksaan aluu kelermngan lain temyata Wajb
Pajak dalam menyelenggarakan hiburarn insidentil melakukan pelanggaran
admimistrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan  SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, cleh Kepala Daerah atau Pejabat
vang ditunjuk.
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Pasal 15

Terhadap peryelenggaraan hiburan nsidentil yang ditcmukan tanpa

mendaftarkan kegiatan usaharya, Lang jaminan pembayaran pajalk ditggh
szketika dan sekahgus di tempat penyelenggaraan hiburan  oleh  petugas
vang ditunjuk oish Kepala Daerah.

Untuk dapai menerima pembayaran uang jnminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah harus dilengkapi
dengan surat tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atau

pengawasan juga untuk melakukan penagihan langsung di tempat hiburan
tersebut di temukan.

Petugas vang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang menerima uang jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) wajb melaporkan den menyershkean
uang jaminan yang diterimanys ke Kas Daerah atau kepada Bendahara
Fenenmaan Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 1x24 (satu kali
dua puluh empat] jam sejlc wang jaminan dierima,

Penyelenggaraan hiburan insidentil yang ciemukan tanpa mendaftarkan
kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak teratang
:hh:Lung secare jabatan dengan mencribkan SKPDKB  berlut  sanksi
abmimistrasi: berupa kepaikan pajak dan sunksi administrasi berupa bungs
s¢ragaimena dimaksud dalam Pasal 11 avat (2).

Petugas yang ditunjuk menerime uang jaminan pembayararn pajak hiburan
insidentil secara pericdlk melaporkan tugas penerimaan usng jamijnan
Lersebut kepada Kepaia Daersh atau Pejabat yang ditunjuk.

Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1} yang tidak mengindahkan
keleniuan sebagaimana dimaksud pada ayar (3) dan pasal 14 ayat (2] tidak
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat ()

hurup d dan huruf, dikenakan sanks{ sesuai Kkelentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,

FParagrar 3
Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran
rasal 16

Atas permehonan Wajnk  Pajak  sc¢ielah  memenubi perSyaratan  yang
ditentukan Xepala bDaerah awu Prjabat wvang ditunjuk  dapal memberikan
persslyjuan  untUk mengangsur aled menunda pembayaran papk vang
terutang dalam SKPDKE, SKPDKBT atau 8TPD dengan dikenakan bunga
sebesar 2% { dua persen) perbulan,

Talta cara pembayaran angsuran dan penundaan pombayaran pajak terutang
dilakukan sebapgai bertkuat -

a Wajib Paplc yang =akan melakukan pembayaran secara angsuran
maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permochonan
secara  tertulis kepads Kepala Daerah  atau Pejabat  yang ditunjuk
dengan disertal alasan yang jelas dan melampirkan {stocopy SKPDKB,
SKPDKBET atau STPD yang diajukan permohonannya;

b, Ptrmechonan sebagaimana dimaksud pada hurup 8 harus sudah bisa
diterima Kepala Daerah  paling tama 7 {tujuh) bhart sebelum jatuh tempo
prmbayaran yang ditentukan;
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Permohonan sebagaimana dimoksud pada hurul 2 harus melampirkan
rinclan UEng pajak untuk Masa Paak atau Tahun  Pajak  yang
bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya
permohonar; :

Permononan pembayaran secara  angsuran  maupun | penundaan
pembayaran yang disetujui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk druangkan dalam Sural Keputusan, baile surat keputusan
pembayaran secara angsuran maupun penundaan pocmbayaran, yang
dikeluarkan setelab rertebih dahule mendapat telaahan darn Kepala
Badan Pendapatan;

Persergyuan  werhadap  angsuran  pajak  sebagaimana dimaksud  pada
huruf ddinsatakan kebih lanjur dalam Surar Perjanpan:

Penbayaran argsuran paling lama S (lima) kal angsuran dalam jangka
wakia 5 (lirma) buwlan  terhifimg sejak  tanggal Surat  Keputusan
Angsuran, kecuall ditetapkan lain oleh Kepale Daerah berdasarkan
alasan Wajb Pajak yang dapar diterima;

Peraberign angsuran tidak mepunda kewajiban Wailb Pajak untuk
melaksanakan pembayaran pajak lerutang dala.m_ Masa Pajak berjalan;

Penundaan pe,mba}raran diberikan paling lama 4u{¢mpat} bulan terhitung
mulel tanggal jatub tempo peémbayaran yang Llertuang dalamn SKPDRD,
SKFDKBT dan 8TPD, kecuali ditetepkan lain oleh Kepala Daerah
berdasarkan alasan Wajib Pajuk yung dapat diterima;

Pembayaran angsurarl atall penundaan pembavaran dikenakan bunga
scauai Peraturen-perundengan yang berloku,

Perhitungan uniuk pembayaran angsuman adalah sebagai berikut

), Parhipungan sanks! bunga clikenakan hanya terhadap jumlzh sisa
BNESUTAL

2. Jumlah sisa angsuren wdaleh hasil pengurangan antara besarnya

slsa pajek yang belum astau &kan diangsur dengan pokok pajak
angsuran,

3. Pokck pajak engsuran adalah hasil pembagian aniara jumlah pajek
terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;

4, Bunga adalab has! perkelian antara jumlah sisa angsuran dengan
»  bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan;

5 Besarmva jumlah yang harus dibavar sctiap bulan angsuran adalab
pckok pajak angsuran ditambrah dengan bunga scbesar & |dua
persen) perbulan.

Terhadap jumlah angsuran yang harus dbayar sctiap bulan tdak dapal
dibayar dengan angsuran lagi tetasi harus dilunasi tiap bulan

Perhitungan uniuk penundaan perbayaran scdalal sebagal bericut

1. Perhitungan bung: dikenakan torhadap  selurub pimlah  pajak
terutang vang akan ditunda, hasil perkalian antara bunga 2% {dua
persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seiuruh
jumlah utang yang akan ditunda;

7. Besarnya jumlah yarg harus dibayar adalah schurub jumiah utang
pajak yang dirunda, ditambah denpan jurnlahll bunga 2% idua persen)
sebulan; b
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3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus pating lambat pada

saat latuh tempo penundaan yang telah dugntukan dan tidak dapat
dinngsur.

m. Dagl Wajlb Pajak vang telaby mengajukan  permeohonan  pembavaran
secara  argsuran  tidak dapat meéenga)ukan  permohbonan pembayaran
urituk Surat Kelelapan Pajsk yang sama.

Paragrafl 4
Tandn Masuk Hiburan
Pasal 17

(li Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2, wagjib
menggunekar {anda masuk dan mencantumitan berga tanda masuk.

(2 Tanda masuk secbagaimana dimaksud pada avat (1}, wanpb disahkan atag
diporporasi oleh Pemerintan Traergh sebelum digunakan oleh penyelenggara
hiburan dengan membayar Uang jaminagn dirnuka {de posity sebesar jumlah
ket atau tapca masuk yang diporporas: selambatambainya 3 (tiga) hari
sctislum periunjukan diselenggarakan.

31 Pemerintan Deerah mengembalikan vgng jaminan dar jumlah ket yang
vidak terjual.

Pusul 18

(I} Bentuk tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin dan
hiburan insidentil harus memuat kode senn huraf menurat elfabet dan
bernomor Urut serte mencantumkan harga tands masuk.

I2) Tanda masuk untuk penyelenggaraan hiburan tetap/rutin berbentuk buku
dengan isi 100 {seratus) lember atau S0 {lima puluh} lembar per buku dan
untuk hiburan insidentil dapat berbentuk lembaran lepas atau undangan
sesuel dengan permolionen penyCitNggury,

(2} Terhadep penyeiénggara hiburan tontonan {ilm di bigskep vang dibolehkan
mengunelan mesin kas register Untuk mencetak tenda masuk verdesarkan
persetajuan  tertulis dari Pemeritah Daerah tanda masuk dapat berupa
kertas gulungan (rol) yanmg berisi minirmal 100 (seratus) tanda masul per rol.

Paszl 19

i1} Penyelenggara hiburan yang drwajibkan menggunakan wnda masuk dan
mencantumkan harga tanda masuk sebaggimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat [l), tetapt tidak menggunakan tanda masuk atau bdak mencantumkan

harga tands masuk, dikenakan tanl( sebesar 35% ftipa pulvh lima persen)
dar jumlah yang harus dibayar.

{2) wajib Papk wajib melegalisasi  atau memporporasi  landa  nasuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat [2), tetapi menggunakan tanda

masuak  yang tidak dilegalisasi atau  diporporasi, dikenakan sanksi
admnistrasi, yang dihitung dari dasar pengenaan pajak.

Fasal 20

Sutlap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda
masuk scbagaimana dimaksud dalam Pasat 17 ayalil) verkewapban:

a. Memasang pengumuman yang memual daflar harga tanda masuk untuk
sctiap kelas diternpal pembayaran tanda masuk;
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B Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau diporporasi Badan
Pencdapatan Daesrah secard berurutan dimulai dari serl dan nomor urut keci],
kecuali tanda masuk yang merppakan lembaran lepag;

c. Menyobek tap tanda masuk yang dipergunakan pada szat menonton  atav
pengunjung memasuk! tempat hiburan sehingga tidak dapat digunakan lagi;

d. Menyimpan bagian tanda masuk sebagal bukt pengavasan sdama 14 [empat
belas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;

£, Merbudl laporan tentang kGacasan dlav penjeatan tswds masuk Kepada
Kepala Daeran atau Pejabat yang ditunjuk.

FPasal 2}

Setinp Wagb Pajak vang menyelenggarakan hiburan dengan ménggunakan tanda
masuk schagaimena dimaksud dalam pasal 17 ayat(ly, dilarang -

a. Mengadakan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan
1. Tanda masuk tanpa mencantumkan harga anda masuk;
2 Tanda masuk tanpa diporporasi oleh Pemenntah Dagrah:
3 Tanda masuk tanpa dipungu: pajak atau tiket cuma-cuma/grats,

b. Memberikan tempat atey kelas kepada penonton alau pengunjung selain dari
terrpat ateu kelas yang tercantum dalam tande masuic;

c. Mengubah tanda mesuk yang lelah diporporasi anpa persetujuan Kepala
Badan:

. Memberikan atau memia ] tanda masuk vang wlah dipakal kepada penonton
alall pengunjung

¢, Memunpgut arac menerima pembayaran tanda masuk melebibi harga yang
tercantuin dalam harga tanda masuk.

Fasal 22

Wejib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tidak mengindahkan
kewajiban dan larangsn sebageimana dimaksud dalem Pasel 17, Pasal! 20 dan

Paaal 21, pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagrimans dunaksud dalam
Pasal B dan Pasal 9.

Paragral 3
Bor Pemjualan (Il
asal 23

(1} Selap penyeenggara hburan berupa diskodk, musik hidup, karaoke, klab
malam, ruang mastk (music room), walmy gna (singging  halll, pub, raang
salesa tnusik (music fourige) dan Kegiatan hiburan lainnya vang menyatu
dengan penyelenggaraan  hiburan  ersebur, wajb  penggunakan  bon
penjualan ipbi vyang memperlthatkan tegadinyg pesanan atau transalisi
pembayaran, kecuali ditentukan lain dengan persetujuan Kepala Badan.

{2) Bon penmjualan (i) sebagaimana dunaksud pada ayat {1) dapat dibuat atau
dicetak atas biaya yang dianggung sendiri oleh Wajib Pajak atau disediakan
Badan Pendapatan Daerah.

{3 Bon penjualan (bil) ysng pengadaannva  dibuat atau dicelak sendiri oleh
wajb Papk sebelum  digunakan  delam  transaksi  atau  pencenimaan
pembayaran, terlebih dahuln diporporast * Badan PendapatanDaerah.
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(A Wajih Pajak yang menggunakan bon b)) vang tidak diporporasi oleh Badan
FPendapatan Daerah, dikenalan sanksi administrasi  berupa kenaikan
sebesar J3% (tiga pulub lima persenjdan dasar penpenaan pajpk.

Pasal 24
Tata cara penggunasan bon penjualan (biff) sebagal berikut @

4. Bon penjualan (bilf) dibuat sekuranhg-kurangya rangkap 3 bz dmgan warna
berbeda dan harus memual

1. Catatan tentang peémakaizn fasiitas miburan dan fasilitas penunjang
lainya;

2 Penyetraban pesanan makanan dan minuman termasuk juga
tarn bahanrya;

Mornor urue dan serd;

DL

Mama dan ajarmar usaha;

i

Macarm, jenis kudnoum, hargd saiuan por wem [jenis] dan jumlah harga
Jual;

6. Juniah peglek hiburan yang herus dipungul

g Boun penualen {bill) harus digunakan sscara berumatan dimulal dan
nomor terkecil dan gerl huruf mermarut alphabet:

k) Bon penjualan (bi) harue diserahkan kepada Subjek Pajak atau
pengunjung dan tamu pada saat Wajih Palak mengajukan Jumlah vang
harus dibayar oleh Subjek Pajak atau pengunjung dan tamu;

¢ Bon penjualan (ki) yang telan dibayar oleh Subjek Pajak  atau
Konsumen, disershkan

I Lembar kesatu, untuk Subjek Pajak atau pengunjun g dan tamu,
2. Lember kedus, uriluk Badan Pendapalan Daeruh;
3. Lembar ketigd, untuk waib Pajk yang bérsanglkuitan,

Past] =25

(1}  Aias permonenan tertulis dar Wapb Pajk, Hepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk  dapat menyemujul atan menclak permohonan Wailib Pajak secara
tertulis untuk dikecualikan atau dibebaskan dan kewapban menggunakan
bon  periualan (bt} berdasarkan pertimbangan antara lain, tingkat
kepatuhan Wajb Paek dan besarnya nila: peredaran biuto {omzet usaha).

(2] Dalarm bal Kepala Daerah atau Pejabat }’El.ngq ditunjuk menyelujui
pemohonan Wajik Pajak sebagaimana dimaksud pade ayat (1), Wa)ib Pajak
wajib membuat daftar pencatatan wlai peredaran  usahanya secara
kronologis, teratur, lengkap dan benar untuk kemudian melaporkannya
secara berkala pada waktu menzampaikan SPTPD kepada Kepala Badan.

() lerhadap Wajlb Pajpk vang wajb menggunakan atau (bilf), tetapn tidak
menggranakan bon penoalan (bilf) dikenakan sanksi administras:” berupa
denda sebesar 3094 ftiga puluh persen) dart dasar pengenaan pajak.
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Pasal 2%

Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman dan  transaksi
usaha, penyelenggara hiburan dapat menpgunakan peralatan komputeratan
me sin cosh register dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara
termulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dikecnalikan dan
dibebaskan darf kewajiban melegalisasi bon penjualan (bilf).

Kepala Daerzh atau Pejabal yang ditunjuk  cdapar méenyetajul atau mengak
permononan Wajb Papgk sebagdwnana dimcksud pada avar {1), secara
ter tul's berdasarkan pertim bangan, antara lain peredaran usaba dan tingkat
kepatuhan Walb Pajak, nlensiias pelayanan dalam transaks usahanya gan
kapasitas serta kemampuan teknis peralatan komputer atau mesin cash
FELLGTET. K

Dalam hal Kepala Dagranl atay Pejabat yang ditunjuk menvetujui
permohonan Walib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak
wa b .

& Melaporkan hasit transaksl pensrimaan atas penggunaan komputer atau
mesin cash register secara berkala dengan melampirkan print ouf hasgil
transaksi pada waktu menyampaikan 5PTPD kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditun juk; '

b, Menghubungkan perangkat komputer atau mesincash register yang
digunaken dengan sistem pengawasan perpajaktan dolam jaringan Sistem
[nformes! Budan Pendapatan DacrahESccara Online, apabila diperlukan.

Sagt Wajib Pajak yang wajb melegalisasi bon  pemjualan (bl tetapi
menggunakan bon perjualan (bl yang tidak dilegalisagi dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 33% ftiga pulun lima persen) dari dagar
pengenaan pajak.

BAB V
PENAGIHAN
Pazal 27

Kepala Daerah &tau Pejabal yang ditunjuk dapat memberikan SPPD,
apabila

a. Papk dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibavar;

b Dari hagil penelitian SPTPD lerdapal kelyrangan pembayaran sebapgai
Akibat salah wlis dan salah htung,

Jumlah  kekurangan pajak  yang  writang  dalam 3TPD sebagaimana
dimaksud pada ayvat (1] huraf & dan ool b ditambab dengan sanks
administrasi berupa bunga sebesar Z% (dua persen} per bu@an untuk paling
larna 15 {lima befas) bulan sejak saal rerwangnva pajak.

Park yang tidak atau kurang dibayar setclah jatuh tempe pembayaran atau
terlambat dibayar dikenakan sanks! adrninistrasi berupa bunea sebesar 2%
[dua persen) per bulan dan dapat ditagih dengan STPD. '

Pasal 28
Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terulang dalam 3KPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan

dan Putusan Banding yang tidak ateu kurang dibavar setetah jatuh tempo
pembayvaran.
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Tahapan dan urutan petaksanaan penagihain ajak teatang vang Udak atau
kurang dibayar setelah jawh tempo pemibuayaon, diavur ‘%cbagm oenkut

.

Kepala Dacrah  atau Pejabat yang ditunjuk  dalam  waktu  yang

Sekurang-kurangnya 7 (owjubt hari menesrtibkan dan omenyampeaikan

Surat Teguran atau Surat Peringatan dan sural lain yang sejenis kepada
Wajb Fajak setelah berakhirova tanggal jatuh tempo permbayaran yang
tercantum dalam Surat Ketstapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulun,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan meminta
tandy penerimaan surat tegurarifperngatan;

b Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selaku Pejabat menertibkan

!

Surat Paksa dan Surat Paksa tarsebul diberitahukan oleh Jurusita Pajk
kepada Wajib Pajak atau penangpung jawab pajak dalam waktu paling
lama 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguan diterima Wajib
Paj@k dengan membuat Berita Acara Pemberitahuian Surat Paksa.

Kepala Dacrah atau Pejabal vang divunjuk sclaku Pejabat menerbitkan
Sural  Periniah Melaksanakan  Penyitaan dan Jurusita Pajak
melaksanakan penytaan alas barang-barang milik Weaph FPajak dalam
waktu  paling lama 2x%24 (dua kali dua puluh empat) jam  setelah
peleksanaan dan pemberitabuan Surnl Paksa dengan membuat Berita,
Acara Pelaksanaan Penyitaan.

Kepale Daerah atan Pejabar yang ditunjuk selaku Felabat menertibkan

Surat Pencabutan Bita dan Jurusita Pajak menyampalkan kupl.dn Wajib
Pgjak, apabila

1. Wajib Papk efau pemanggung pajek telah mislunasi uteng pajak dan
biaye penagihan pajak

2. Berdasarkan Putusan Pengadilan atau Frutusan Pengadilan Pajak;
3. Ditetapkan lain dengan Kepuiusan Bupati,

Kepala Daerah atau Pejabat yanp dilunjuk dalam waktu peling lama 14
{empat Beas] hari seelah pelaksanaan penyltaan, mengumumkan
penjualan secart leleng otes barang-barang miltk Wajib Pajak yang
ielmh disita melzlly media mess,

Kepala Daerah selaku Peabal, melakukan penjoalan secara lelang atas
berang-berang milik Wajlh Pajak ditempat Badan Liusan Piuteng den
Leleng Negara [BUFLN) dalam waktupaling lama 14 {empal belds) han
sctelah penpumuman lelang;

Kepala Daerah menertibkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi
utang pajpk dan biaya penagihan pajpk dan  Jurusita Pajak
menyampaikanya kepada Walb Pajek d: antara waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ sampal dengen wakiu sebagaimeana dimaksud
pada huruf

Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajb Pajak telah melunasi utang
pajak dan biaya penagiban pajak atan berdasarkan Putusan Pengadilan
atau Purusan Pengadilan Palak aran onjek lelang musnan.

Ketentuan mengenal pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat () huraf b sampai dengan h, diatur
sesual dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

Fengajuan keberatan oleh wajib Pajek Udak orengakibatkan penundaan
pelaksanaan penagihan pajek dengan Surat Paksa.
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Paragral 2
Pembayaran Pajak Atas Penyclenggaraan
Hiburan inside ntil
Fasal 14

Setap penvelenggara hibaran insidéenul wipb mengpunakan tanda masuk
darn membayar vang jeminan pajak hiburan dengan pombayaran df muka
schelum tanda rmasuk dilegalisasi Kepala Daerah,

Pembayaran uang jaminan insidentil sebagamana dhmaksud pada ayat (1),
dapat diterima oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Besarnya peémbayaran uang jaminan paak hiburan insidentil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya 100% (scratus perscn) dart

Jumlah tanda masuk vang akan dilegalisasi atau diporporasi dan dititipkan

sernentara i Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah.

Jangka walgtu penitipan vang jamian sebagaimana dimalksud pada ayat (3),
akanr dizesuajkan dtngan waktu  penyampaian SPTPD  sebagajmana
dimakasud dalan Pgsel 4 ayat (3).

Untuk pembuktian atas penyerahan uang jaminan sebagarmana dimaksud
pade.  avat  [2), Petugas yang dilumjuk okkh Kepala  Dasrah wajib
mengeluarkkan tanda terima semméniara uang jaminan pembavaran pajak
hiburan insidentil.

Tola cara penyerahan pembayaran pajuk hiburan insident] ditentukan
sehagal berbkut

. Petugas yang ditunjuk olch Kepaln Pacrah, wajib mclaporkan hasit
pemeriksaan atas penyelenggarsan  hiburan  insidentil  selambat.
lambatnya 3 (uga) hari  setelah  hiburen  insidentil  selesai
diselenggarakan,

b. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah dan Laporan STPTD dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 2 ayac (8), meneliti dan menghitung basarnyn
pejak terutang.

e Hasil penghitngan besarnyé pajak tfrutang sebagaimana dimaksud
pada  hurufb, dituangkan dalam  SS5PD untuk  kemudian

ditandatangani oleh wWajib Pajgk atau <uasanya;

d. Berdasarkan SSPD sebagaimarna dimaksud pads huorup c Petugaes
vang ditunjuk oleh Kepala Daerab dalam wakta 1224 (satu kali dua
pulubh @mpat] jJam menyetarkan pajak terutang ke Kas Daerah melalu
Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Dafrah vanp dikelvarkan
dari uang japmnan perrbayaran pajak hiburan insidentl sebagaimana
dimaksud pada aval (2);

e. Dalam hal lerdapat kekurangan uang jaminan pembayaran pajpk
hiburan insidentil, Pstugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
melakukan penagihan kepada Waiilb Pajpk dengan menertibkan
SKPDKBE.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksasn awea keterangan lain ternyata Wagb
Pajk dalam menyelenggarakan hiburan insidentil melakukan pelanggaran
administrasi perpajakan, dapat diterbitkan SKPDKB dan  SKPDEKBT
schagaimana dimaksud dalam Pasal 9, cleh Kepala Daeabh atau Pejabat
yang ditunjuk.
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Pasal 15

Terhadap penyelenggaraan hiburan  insidentil vang ditcmukan tanpa

mendaftarskan kegiatan usahanya, vang jaminan pembavaran pajak ditagih
seketika dan sekalipus di tempat penyelenggaraan hiburan oleh petugas
vang ditunjuk cleh Kepala Daerah.

Untuk dapat meénerima pembayaran uang jaminan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Petugas vang ditunjuk cich Kepala ]Jaerah harus dilengkap
dengan surat tugas yang penugasannya selain melakukan pemeriksaan atan
pengawasan juga untuk melakukan penagihan langsung d tempal hiburan
tersebut di temukan.

Petugas vang ditunjuk cleh Kepala Datrah yang menerna uang jaminan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaperkan dan menyerahkan
uang jaminan yang ditcrimanya ke Kas Daerah atau kepada Bendahara
Penerimaan Badan Pendapatan Daecrah dalam jangka waikiu 1x24 (zatu kall
dua puluh empat} jam s¢jak uang jaminan ditérima.

Penyelenggaraan hiburan instdentil yang ditémukan rtanpa mendafltarkan
kegidtan wsahanya seébagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak terutang
dihitung secara jabatan dengan menertibkan SKPDKB  berikut  sanksi
administrasi berupe kengikan pajak dan sanksi aéministrasi berupa bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal {2).

Petugas vang ditﬁnjuk menerima uang jaminan permbayaren pejak hiburan
insidenti] seccarm periodik melaporkan tugas pencrimaan uang Jjaminan
tersebut kepada Kepala Deerah atau Pejabat yeng ditunjuk.

Petugas sebpgaimana dimaksud pada ayal {1} yanp tdak mengindahkan
kelentuan sebdgaimana dimaksud pada ayal (3} dan pasal 14 ayat (2) tdak
mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayet [§)
hurop d dan huruf, dikenakan  samksi  sesual Kelentuan  peraiuran
perundang-undangan yang berlaku,

Faragral 3
Pembayaran Angsuran dan Penundean Pembayaran
Panal 16

Atas  permohonan  Wajib  Pajek  seieiah  memenuhi  persyaratan yang
ditentukan Kepala Dasrah atau Pejabat veng ditunjuk dapat memberikan
persetyjuan untuk mengangsur ateu menunda pembayaren pajak yang
terutang dalam SKPDKE, SKPDKBT alau STPD dcngan dikenakan bunga
schesar 2% (dua persen) perbutan.

Tuly cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang
dilakukan sebagai benkoar

a. Wajb Pajak vyang akan melallukan pembayaran secara  Angsuran
mauplun menunda  pernbavaran pajak, harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejgbat vang difunjuk

dengan disertai alasan varg jelas dan molampirkan fowcopy SKPDKE,
SKPDKBT atau STPD yang digjukan permaohonanmya:

b, Permnghonan sebagaimana dimaksud pada hurup & harus sudah bisa
diterima Kepala Maerah paling Jama 7 (tujuh) han sebelum jatuh tempo
pembayaran yang ditentukan;
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Permnchonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melam pirkan
nncian  uang pajak urtuk Masz Paak ataw Tahun  Pajek yang

bersangkutan  serta  alasanalasan  yang  mendukung  diajukannya
permohonan;

Permeohonan  pembayaran  secara angsuran maupur penundaan
pembayarar yang disetujui oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk  ditvangkan dzlam Sural Kepucasan, baik swrat keputusan
pembayaran  secars angsuran maupun penundaan  pembayaran, yang
dikeluarkan seielah terlebih dahulv mendapat telashan dari Kepala
Badan Pendapatan;

Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada
hurufd dinyatakan Iebih lanjut dalam Surat Perjanjan;

Pembayaran angsuran paling lama S (lima) kali angsuran dalam jangka
waktu B (lima) bulan tethitung ©  sejlak tanggal Suraf Képutusan
Angsuran, kecuali ditetapkan Jain oleh Kepala Daerah berdasarkan
alasan Wapb Pajk vang dapat diterima;

Pemberian angsuran tidak mepunda  kewalban Wallkh Pajak untuk
melaksangkan pembayaran pajak torutang dalam Masa Pajak berjulan;

Penundaan pambayaran diberikan paling Rma 4 [empa) bulan erbitung
mulal tangga! jatuh tempo pembayaran yaug tertiang dalam SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD, kecuali ditmtepkan lain oleh Kepala Daerah
berdaparkan alasan Wajb Pajak yang dapat diterima

Pembayaran angsuren atau penunddan pémbayéran dikenakan bunga
scaual Peraturan-perundangan yang berlako,

Perhitungan uniuk pembayaran angsuran adalah sebagal berikut .

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanye terhadap jumiah uisa
Angeuran;

2. Jumlah elga angguran adalah hasil pengurangen antara besarnym

sisa pajak yang belum ataw akan diangsur dengan pokok pajak
angsuran;

3. Pokok pajek angsuran adalah hasil pembagian antare jumlah pajak
terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;

4. Bunga adalah hasil perkalialy artarm jumlan siwa angsuran dengan.
bunga Sebesar 2% (dua persen) perbulan;

5 Besarnya jumlah yang harus dibayar setiap bulan angsuran adalah
pokok pajk angsuran ditambah cengan bungi sebesar P [oua
persen) perbalan.

Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulan tidak dapat
dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan;

Perhitungan- untuk penundaan pembayaran adalah sebagal berikut -

1. Perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak
terutang yang akan ditunca, hasil perkalian antara bunga P (dua
persen] dengan jumlah bulan yang ditunda, ‘Hikalikan dengan sehuruh
jurnlah utang yang alan ditunda;

2  Besarnva jumlah yang harus dibayar adaiah scluruh jumlah utang
pajak yang ditunda, ditambah dengar jumlah bunga 2% (dua persen]
sebulan;
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3. Penundaan pembayzran harus dilunas sekalipus paling lambat pada
saat jatuh tempo penundaan yvang tetah ditentukan dan tidak dapat
diangsuar.

m. Bagi Wajibk Pajak vang telah mengaiuken permohonz'lin pombayaran
secara angsuran nNdak dapat mengajukan permchonan pembayaran
untuk Sural Ketetapan Papk veng sama.

Paragrafl 4
Tanda Masuk Hiburan
Pasat 17

(11 Semua jenis hiburan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2, wajib
menggunakan tanda masuk dan mencantumkan harga tanda masuk.

(20 Tanda masuk scbagaimana dimaksud pada ayat (1}, wajb disahkan atau
diporporasi nlah Pemerintah Daerah sebelum digunakan oleh penyelenggara
ibwan dengan membayar wang jaminan dimuka {deposit} sebesar jumlah
tiket atau tanda masuk yéng diporporasl selambat-lambatnya 3 (tiga) han
sehelum pertunjukan disclenggarakan.

(% Pemenntah Daerah mengembalikan pang jaminan dan jumlah tket yang
tidak terjual,
Pasal 18 "
i1) Bentuk tanda masulk untuk penyelenggarean hiburan terap/rutin dan
hiburen insidentil harus memuat kode seri huraf menurut alfabet dan
bernomor urut serta mencantumkan harga tande masuk.

'3 Tanda masuk untuk pehyclenggaraan hiburan tetap/frutin bebentuk buku
dengan isi 100 [seratus| lembar alau 50 {lime puluh} lembar per buku dan
untuk hiburan nsidentil dapar berbonuk lembaran lepas alaw undangen
sesual dengan permohonan penyclonggara,

@) ‘Terhadap penyclenggara hiburan wonienun Gl ¢ bioskop yang dibolehkan
mengunakan mesin Kas register untuk menceiek tands masuk berdasarkan
persetujuan tertulis dari Pemeritah Dacrsh tanda maeswk dapat berupa
kertas gulungan frol) vang berisi minimal 100 {serarus) tanda masuk per rol

Pasal 19

{1 Penyelenggéra hiburan yang diwajibkan menggunakan tanda masuk dan
mencantumkan harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1], tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak rneqcantumkan
harga tanda masuk, dikenakan tarif selresar 35% ([Liga putub lima persen)
dari jumlah yang harus dibayar.

2) Wajib Pajak wajb melegalisasi  amau  memporperasi  tanda masuk.
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat [2), tetapd melnggunakan tanda_t
rmasuk  yang  tidak  dilegalisasi  atau  diporporasi, dikenakan sanksi
administrasi, yang dihitung dari dasar pengenaan palak.

Pasnl )

Setiap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan mc_ll*tggunal{an tanda
masuk sebagaimarna dimaksud dalarn Pasal 17 ayat {1) berkewanban -

a. Memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk
setiap kelas ditempat pembayzaran tanda masuk;
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b, Menjual tanda masuk yang telah dilegalisasi atau  diporporasi Badan
Pendapatan Daerah secara berurutan dimulal dars seri dan nomor ot kecil,
kecuali tanda masuk yvang merupakan lembaran lepas;

¢, Menyobek tiap tanda mnasuk vang dipergunzkan pada sasl renonton  atau
pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapal digunakan lagi,

d. Menyimpan bagian tanda masuk sehaza buky penpawasan sclama ] 4 (empat
bélas) hari setelah tanda masuk tersebut digunakan;

¢ Membuat |aporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada
Aepalz Daecrah atau Pejabat yang ditunjuk.,

Pasal 21

Seriap Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan menggunakan tanda
mazuk sebagaimana dimnaksud dalam pasal 17 ayat (1), dilareng

a. Mengadalan, menyediakan, memberi, menjual dan menyebarkan
. Tanda masuk tanpa mencantumkan hargs landz masuk;
2. Tanda masuk tanpa diporporasi oleh Pemerintah Daerah:
S wanda masuk tanpa dipuiagu pajak pen kel cuma-omn grans.
L. Memberikan tempat atau kKelas kepada penonlon atau penguinjung selain dari
tempat atau kelas yang rercantum dalam tanda masuk:

¢ Mengubah tanda rasuk yang teleh diporporasi tanmpa persolgjuan Kepale
Badan;

d. Memberikan atau menjual tanda masuk yeng Lleluh dipakal kepady penonton
atau pengunjung:

e, Memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi hai'ga vang
tercantum dalam harga randa masuk: »

Pasal 22

Wajib Pajak yang menyelenggarakan hiburan dengan tdak mengindahkan
lkeweiban dan ilarangan sebageimarna diraksud dalam Paoe 37, Pesal 20 dan
"fasal 21, pajak teruteng ditctapkan sccara jabatan scbagaimana dimaksud dalam
Hawalb dan Pesal 9.

Paragral 5
Dan Penjualas (D4
Pasal 23

(1] Setiap penyelenggara hiburan berupa diskouk, musik hidup, karaoke, klab
malam, raang musik (music room), balai gita (singging hal), pub, ruang
salesa musik (music {ounge) dan kegiatan hiburan lainnya vang menyatu
dengan penyelenggaraan  hiburan  tersebut, wapb penggunakan  bon
penqualan (Bdf) yang memperlibatkan (erjadinya pesanan ataw transaksi
pembayaran, kecuali ditentukan lain dengar persetujuan Kepala Badan.

(2% Bon penjualan {bill) scbagaimana dimaksud pada ayal {1) dapat dibuat atau
dicetak atas blaya yang ditanggung sendrl oleh Wanb Pajak ataw disediakan
Baden Pendapatan Daerah.

(3, Bon penjualan (bl yang pengadaannya dibuat atan dicetak sendiri oleh
Wajib  Pajak  sebelum  digunakan  dalam transeksi  atau  penerimaan
pembayaran, lerlebih dahulu dipomporasi Badan PendapatanDaerah.
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(4] Wajik Pajak vang menggunak.an bon (bl yang tidak diporporas) oleh Badan
Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi adminisiras! berupa kenaikan
sebesar 35% (tiga puluh lima persenidari dasar pengenaan pajak.

Pasal 24
Tata cara penggunasn ben pendualan (Bidl) sebagal berkut -

a. Bon peargualan (Bidl) dibuat sekurang-kurangya rangkap 3 (liga} dengan warna
berbeda dan harus memuat -

b Catatan tentang pemakaian f{asillas hiburan dan fa-$ias penunjans
lainya;

2. Penyerahan  pesanan makanan dan minuman terrmasitk juga
tambahannya;
Nomor urut dan seri:
Narna dan alamat usahs;

5. Magam, jenis kuantum, harga satuan per jiem (jenis) dan jamlah harga
juel; '

& Jumlah pajak hiburen yang harus dipungat .

& Bon penjualan (bill] harus digunakan secera Lerurdten dimulal dard
nomor terkecil dan seri hurwl menurut alphebet:

I Bon penjualan (bl harus diserahkan kepada Sub)ck Pajak atsu
pengurnjung dan tamu pada saal Wajb Pajak mengajukan jumlah yang
harus dibayar oleh Sulyjek Pajak aku pengunjung dan Larmy;

o Bon penjualan (bil] yanmg telah dibayar olch Subjek Papk atau
konmsumen, diserabhkan

1. Lembar kesaty, untuk Subjsk Pajak atau pengunjung dan tamw;
2. Lambar kedaa, untuk Badan Pendapatan Daerah;
3. Lembar ketiga, untuk Wajk Pgjak yang bersangkutan,

Pagal 25

(1) Awas permchonan tertulis dari Wajib Pajak, Kepala Daerah atan Pejabat yang
ditunjuk dapat menyetajui aau menoclak permohonan Wajib PaRjpk secara
tertulis unruk dikecualikan atau dibebaskan dan kewajiban menggunakan
bon  penjualan (ki) berdasarkan pertimbzingan  antara  lam,  tingkat
kepatuhan Walb Pajek dan besarnya nilal peredaran bruto [omzet usaha).

(2] Dalam hal Kepala Daecrah atau  Pojabat yang ditunjuk  menyetujui
pemahonan Wanb Pajak sebapaimana chimmaksud pada ayat (1), Wajb Papak
wajib  membuat daftar pencatalan nilat  peredaran usahanya  secara
kronologts, teratur, lengkap dan benar unruk kemudian melaporkannya
secara berkala pada wektu menyampallan SPTPD kepada Hepala Badan.

(31  Terhadap wajib Pajak yang wajb menggunakan atau (bil), tctapn Gdak
menpgunakan bon penjualan [bil dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dait dasar pengenaan pajak.
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Pa sal 26

Untuk menampung perkembanpgan telinologi perekaman dan  transalkes:
usaha, penyelenggara hiburan dapat mengpunakan peralatan komputeratau
mezin ¢ash regster dengan terlabib dahulu mengajukan permcohongzn secara
tertulis kepada Kepaia Daerah awau peabal vang ditunjuk  dikecuaiikan dan
dibebaskan dari kewafdan melegalisasi bon penjualan [Bd).

Kepala Daerah atau Pejabat yang diiunjik  dapat menyeiujor alay menolak
permohonan Waph Pajak sebagamana dimaksucd pada ayat (1), secara
tertulis berdasiarkan pertimbangan, danlara lain peredaran usaha dan tinglat
kepatuhan Wajib Pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan
kapasitas serta kemampuan teknis peéralatan komputer atau mesin cash
registar.

;
Dalam hal Kepala Dagerah aau Pejabar yang ditunjuk  menyetyjui
permononan Wajib Pajak sebapaimana dimaksud pada ayat (1), Wajb Pajak
wa il '

a, Melaporkan hasil trapsaks) penérimaan alas penpgunaan =omputer glau
mesin ¢cash register secara berkala denpan melampirkan pring -0uf hasil
transaks) pada waktu menyanipakan SPTPD kepada Repala Dacrah atau
Pejabat yang ditunjuk;

b Menghubungkan perangkat komputer atau mesineash  register yang
digunakan dengan sistérn pengawasan perpajakan dalam jaringan Sistemn
Informasl Badan Pendapatan DacrahSecara Online, wpabila diperlukan.

Bagi Wajio Pgjak yang wajib melagalisasi bon peajualan  (bil) tetapi
menggunaken bon penjualan (ki) vang tidak dilegalisaei dikenakan sanksl
adrinistras! berupa denda sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dasar
pengenaan pajalk.

BAB WV
PEMNAGIHAN
Fasal 27

kKepala Dacrah gran  pPejabar yang ditunjuk dapat membenkan . SPPD,
apabila

a. Papk ¢alam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

[, Dari hasil pengliign SPFTPD terdapat kekarang@n pembayaran sebaga
akibat salah tuls dan salab hinang.

Jumlah kelurangan papk yang teratang dalam  STPD  sebagamana

dimaksud pada ayat (1) huaf a dan huraf b, ditambah dengan sanksi

administrasi berups bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling

lama 15 (ima befas| bulan sejak saat terutangnya ;?ajak.

Pajak yang tidak atau kurang dibayar sctelah jatuh tempo pembayaran atau
teflambat dibayar dikenakan sanksi adrinistrasi berupa bungs sebesar 2%
{dua persen} per bulan dan capat ditagh dengan STPD.

Fa sal 28

Penagihan pajpk dilakukan ternadap pajsk yung terulang dalam SKPDKB,
SKPDKRT, STPD, Surat Keputusan Pembet ulan, Surat Keputusan Keberatan
dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar sctelah jatuh tempo
pembar raran.
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Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau
kurang dibayar selelah jatuh tempo pembayaran, diamur sebagai berilout

=

¥epala Daerah arau Feabat vang ditunjuk dalam waktu vyang
sekurang-kurangnye. 7 (ujah) hari menertibkan dan menyampaikan
Surat Teguran ataw Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis kepada
Wajib Pajak setelah berakhirmya tanggal jatuh tempo pembayaran yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding dengan meminta
tanda penerimagn surail teguran/peringatan;

byl epala Daerah atau Pejabat vang ditunjuk  selaku Pejabat menertibkan

Surat Paxsa dan Surat Paksa warsebut diberitahukan olch Jurusita Pajak
kepada Wajib Pajak atav penanggung jawab pajak dalam waktu paling
lama 21 {dua pulub satu] hari selzlah Surat Teguran diterima Wajib
Pajak dengan membuat Berita Acara PembBertahuan Sural Paksa.

Kepala Daerah atac Pejabat yang ditunjuk selaku Fembat menerbitkan
Surat  Perintah  Melaksanakan Penviaan dan  Jurusita Pajak
melaksanakan penyitaan atas barang-barang milk Wajb Pajk dalam
wakmu paling lama 2x24 (dug kal, dua puluh empat) jam- setelah
pelaksaniaan dan pemberitahuan Supat Paksa, dengan membuat Berita
Acara Pelaksanaan Penyitaan, '

Kepala Daerah atau Psjabat yang ditunjulk selaku Pejabat menertibkan
Surat Pencabutan Sita darn Jurusita Pajak menyampaikan kepada Wajib

Pajak, apabila :

1. Wajb Pajak ataw pemengmuang pojek selah melurnes: vieng pajak dan
biaya penagihen najak;

2. Berdasarkan Putusan Penpadilan atau Putusan Fengadijan Pajak;
3 Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupali,

Kepals Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam wakiu paling lama 14
(empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan, mengumumkan
penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajake  yang
teiah disite meiaiul medie nasga;

Kepala Daecrah sglaku Pejabat, melakukan penjualan s¢écara lelang atas
barang- barang milik Wajb Pajak ditempat Badan Urusan Fiutang dan
Lelang Negara (BUPLN) dzlam waktupaling lama 14 {(empat belas) hari
setelah pengumuman lelang;

Kepala Daerah menertibkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi
utang pajak dan biaya penagihan pajgk  dan  Jurusita Pajak
menvampalkanya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana
dimaksud pada hurul ¢ sampsi dengan waktu sebagam ana dimaksud
padz huruff;

Letang tidak dilaksanzkan apabila Wajib Pzjak teluh melunasi wrang
pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan Putusan Pengadilan
atau Putusan Pengadilan Pajgk atau obiek ‘elang musnah.

Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Eaksa
sebagaimana dimalksud pada ayat {9 hurul b sampal dengan h diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku,

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengaxibatkan penundaan
pclaksanaan penagiban pajak dengan Surat Paksa.
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(5} Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengalibatkan
penundaan hak Walib Pajak mengajukan keberatan pajak dan menga jukan
pembetulan, pembartalan, pengurangan ketztapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi admimstrast,

Pasal 26

Penagihan pajak  schagaimana dimaksud dalam  Pasal 28 ayat (1), dapat
dilakukan dengan seketika dan  sekaligus  tanpa menunggu  jatuh  tempe
pembayaran, apabila . |

a. Wajb Pajpk alan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanys atau
berniatl untuk it

b, Wajb Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka
menghentikan ataln mengecilkan kegiatan perusahaan atau pﬁkﬂr_‘]ﬂﬂ_n YENE
alkkan dilakukan di Indonesia;

¢. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajb Pojak akan  membubarkan  badan
usahanys atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau
mﬂ-m]ndahtangahkan usaherya ¥R dmlik?  aptau  dikgzasanya atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;

<. Badan vwaaha akan dibubarkan oleh Pemeritnalt Dacrah;

L

¢ ‘lerjadi penyitaan atas Wajib Pajak oleh pihak ketiga atau lerdapat tanda-
tarida ko pailitan.

BAB Vi
PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
Sadan Kesatu

Permbukuan

Pasa. 30

() Wajib Pajak dengan peredaran  ussha atau omzet el dan
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratug juta rupiah) dalam | {aatu) cahun, wajib
menyelenggarakan pembukuan sssual dengan Standar akutansi Keuangan
Indenesia atau pringip pemnbukuan yang berlaka secara umum.

(2) Walb Pajak demgan peredaran usaha atau omzet sampai dengan Rp.
200.000.000,00 (tga ratus juta rupiah) dalam | (satu] tahun, dapat
dibebaskan dari kewajiban pembukuan dengan persyaratan totap diwajibkan
menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa pendapatan
brute secara teratur, yang menjacdi dasar untuk penghitungan pajak.

(3] Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan
sebaik-batknya dan harus mencermunkan keadaan atau kepiatan usaha
sebenarnya.,

{4 Pembukuan dan pencatatan sarta deokumen lain yéng berhubungan dengan
kegiatan usaha atau pekerjaan dari Weib Pajak harus disimpan selama 5
ima) tehun.
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Pasal 31

Tata cara pencatatan atas setiap  transaksl  penerimaan pembayaran
sehagaimana dimaksud pada ayat 3 avat (2) adalah sebagai berileut

a. Wajlbh Pagk menyelenggarakan pencatatan entang pendapatan  brute
usahanya secara lengkap dan benar;

b. Pencatatan diselenggarakan secara kronelegis berdasarkan arutan wakty;

c. Apabila Wajb Pajk memiliki lebih dari 1 [saty, unit usaha maks pencatatan
citakkukan secara terpisahy;

¢, Pencataian didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan
pajak berups bon penjualan (bilf dan dokumen lainya

Bagian Kedua
Femeriksaan
Pasal 32

() Dalam rangka pemeriksaan pajak hiburan, Kepala Daerah atau Pejabat
vang ditunjuk berwenang melakukan  penmerksaan urituk  menguji
kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain  dalam  rangka
melalksanakan ketentuan Peraturan Daerah tenlang Pajak Hiburan.

(2] Untuk keperluan pemeriksaan, Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dagrah
harus dilengkapi dengan Tancda Pengenal Pemerikea dan Surat Perintah
Perneriksaan serta memperlihatkan kepade Wajit Pajak vang diperikse.

(A} Wajib Pajak vang diperikss atau kuasanya walib membantu Petugas yang
ditunjuk cleh Kepala Duerals .

9. Memperlihatkan dan meminjamikar buku atgu calatan dokumen yang

menjadi  dasarnya  dolumen lain  yang berhubungan dengan pajak
Lerutang;

b, Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atad ruengan Yang
dianggep perlu dan member! bantuan guna kelancaran pemerikaaan;

¢ Memberikan kesempatan kepada Perugas untuk melakukan _pemerikaga.n
kas (kas opname) stok bon penjualan (bil) maupun mesin cash regisier
yvang ade pede penyelenggaraan;

d. Memberikan data potensi dan keterangan yang diperluken secara benar,
lengkap dan jelas.

(4 Dalam hal Wajb Pajek yang diperiksa  udak  memenuhi kewa jiban
sebagaimana dimaksud padz apal (3} yang menyebabken FPetugas -yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah memenubi kesulitan dalam menghitung nila
pc—:redaran brutc maka untuk pengenuan hesarnya paek terutang dapat
dilakukan dengan metode menghilupy faporan omzet alal PenEnmaasn yang
tertingai dalam 1 isatw} Tahun Pajk terakhsr dan dl.kﬂnakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 4 {empal) kali jumlan pajak terutang
yang seharusnya dibayar.

(5}  Hasil perhitungan besarnya pajgk terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat {4) dapat dinsulkan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
unjuk ditetapkan secara jabatan.

6) Dalam hal pemeriksaan pembukuan aiau =udit, Kepals Badan Pendapatan
Dacrah  dengan persetujuan Kepala Daerah capat m_enumulrc konsultan
pajak atau auditor untuk mendampingi perugas yang ditunjuk oleh Kepala
Dacrah .- -
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Un tuk kepentingan pengamanan Peugas yang ditunjuk oleh Kepsla Daerah,
rmeminta bantuar. pengamanan dan apasal penegak huloum atauw nstansi
terkait lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlalkou,

Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan dokumen dan
keterangan vang diminta, Wagib Pajgk torkal  oleh suatn kewajiban untul
merahasiakan maka kewajiban untuk merahasiakan o ditiadakan oleh
pertnintaan untuk keperluan pemeriksaan,

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 33
Dalam rangka'pcla}csanaaﬂ pengawasan pembayaran pajak, Kepala Daerah
berwenang menghubungkan sarana pembayaran Walh Pajak dengan Sistern

Pengewasan Perpajakan dalarn  Jaringan  3istemn informasi Pemerintah
Daerah Maluku Tengah,

Untuk  keperluan  pelaksapsan  pengawisan, HKepala Docroh  berwenang
menempatkan Petugas dilengkapi Surat Tugas dan peralatan jequipmen)
baik  sigtem  manusl  ataw  sistem online  (kompurerisasi] di  tempat
herlangsungnya kegiatan hiburan.

Pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui sarana pembayaran Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada myat @) dilakukan dengan cara
menghubungkan mesin ¢sh register atau Romputer yang dimillki Wajib
Pajak yang dipergunakan sebapal sarana transaksi pencrimaan dengan
komputer milik Pemerintah Daerah Maluku Tengah meialai Sistern Jaringan
Informasi Secara Online.

Pasal 34

Pcnempatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2]
berfungsi sebagai alat kontrol setlap kegiatan tranzakei den  biEym
pengadaan peralatan tersebut menjodi kewajban Pemerintah  Daerah
Maluku Tengah.

Wajib Pajak harus memelihara peralatan (equipment) sebagiimana u_:limaksud
dalam Pasal 33 ayat (2) dan udak merubeh program yang akan ditentukan
oleh Kepala Daerah.

Penempatan Petugas Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 33133731
{2 dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan pengawasan operasional
dan penghitungan data omszst penjualan dengan batas walktu tertentu dan
dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

Satelah dilalkukan penpawasan dengan balas tertentu yang ditetapk_an oleh
Kepala Daerah maka Walb Pajak berkewajiban  untuk  mengs dan
menandatangan Berita Acara Hasil Pengawasan,

Apabila terjadi penolakan Wajb Psjak alas  pontmpaiarn peralatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) maka harus discrta Surat
Pemyataan Penolakan Pemasangan Kompulier dan Jaringan Telepon ocleh
Wajib Papk.
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Bagman Kesmpat
Penertiban
Pasal 35

Penertiban 1jin usaha hiburan dilakukan clch Kepala Daersh atau Pejabat
vang ditunjuk dilakukan terhadap;

a. Penyelenggara tidak melakukan  pomungatan dan penyetoran  pajak
dacrah;

b, Penyelenggara meizk ukan DS IR TAR Ry pagak Letamm tidak
menyelotkiannya ke Kas Deerah baik seluruh alau sebagian,

. Pasal 36

Sehelum melaksanakan tindakan penyegt.an atad penutupan scmentara
usaha hiburan, Kepada Wajib Pajk terlebih  dahulu diberikean Surat
Peringatan ke 1, ke 1, dan ke Tl dan Surat Teguran dalam jangka waktu
3x24 (tiga kali dua puluh empar) jam terhitung saat dilerimanya surat
peringatan. !

Surat Pemngatan sebagaimgna dimaksad pada ayar ()} diterbitkan oleh
Kepala Daerah, .

Penyegelan ataul penutupan scmcntlara dilakuken oleh Kepala Deerah.

Pasal 37

Usaha hiburan yang disegel masih diberiken kesempatan kepada penyelenggara
atad  Wajib Pajak untuk  melunasi schmwh papk toratang oeserta dendanya
scsual ketentuén peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38
FPencabutan lin Usaha (SITU) Hiburan ditetapkan cleh Kepala Daerah.

BAB VI
KEBERATAN DAN BANDING
Dagian Kesatu
Fasal

Walib Pajk dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pelabat
vang diunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN aau STPD papk
hiburarn.

(2)

Pasal a0

Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Dacrah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35, dilaksanakan Kepala Dacrah.

Permohonan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

a Permchonan dilakukan secara tertulis dalam Bahesa Indonesia, dengan

i

diseital alasan-alasan yang jelas; i

b, Dalam hal Wajb Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak
secara jabatan, Wajib Pajk harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan pajak tersebut;-
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€. Sural permchonan keberalan ditandalangani  oleh Walih  Pajak dan
dalam nal permohenan keberaian dinvasakan Kepada pihak lain harus
dengan metampirkan Surat Kussa:

d. Sural permohonan keberatan diajukan uniuk sapy Surat Ketetapan

PajakDaerah dan untuk satu Tahun Pajak atau Masa Pajak dengan
melampirkan fatocopy. .

¢. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sej@k Surat Ketetapan Pajak Daerah diterima oleh Wajib Pajak,
kecuall apabila- Wajb Pajak dapat menunjukan bahwa jangka wakiu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaanya.

[*amal 41

(1} Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalarm Pasal 40 ayat (2} tidak dianggap sebagal pengajuan
Xeberatan sehingga  tidak dipeirtinbangkan.

[4)  Dalamn hal pengajoan keberatan yang belunt memenuhi persyaratarn tetapi
masih dalam jangka waktu sebagsimana dirnaxsud dalam Pasal 40 ayar (2}
hurf & Kepale Daerah atau Pejabat yanp ditunjuk dapat meminta Wajib
Pajak melenghapl perayaratan weracbur.

Pasal 42

Pengajuan  keberatan tidak menunda kewsjiban  membayar pajak dan

pelaksanean penagihan pajak sesual Ketentuan peratufan perundang-undangan
vang berlaku

Pasal 43

(1] Delam jangka wakws 12 (dua belas) bulan sujule wmnggal Surat Keberatan
diterima, Kepala Daerah atav Pejabat yang ditunjuk  harus memberikan

kePutusen ates keberaten yung dizjukan cleh Wajib Pajak, yang dituangken
dalam Surar Keputusan Keberatan.

(2;  Surat Keputusan sebagaimenn dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
menerfma seluruhhya am@u sebaglan, menoldk atau menambah besarnya
Majak yang terurang.

(% Apabila jangka waktu scbhagaimana dinaksud pada ayac (1) islah lewat dan
Kepale Daerah atau Pejabat yang ditunjuk  tidak ‘memberkan jawaban,
maka keberatan yvang diajukar Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

{4 RKeputusan EKeberatan tidak menghillangkan hak waib Pgjak untuk
mengajukan permohonan méengangsur pembayaran.,

Pasal 4

Dalam bhal surat pertnohonan keberaian memerlukan pemeriksaan lapangan,
maka

4. Kepala Daerah memerintahkan pejabat yang ditunjuk vatuk melakukan
pemeriksaan  lapangan dan  nasilnya  dituangkan  dalam Laporan Hasil
FPemuriksaan;

b. Temadap 3ursl Keberatan yang tdak memerlukan pemeriksaan lapangan,
Kepala Dacrah capat hberkordinast dengéen pelabal yvang ditvinjuk untuk
mendapatkan masukan dar pertimbangan ans keberatan Wa)b Pajak dan
hasilnya dituangkian dalam Laporan Hasil Koordinas: Pembahasan Keberatan.
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Pasal 45 b

Berdasarkan Laporan Hasi! Pemeriksaan atau Laporan Hasl Koordinasi
Pembebasan Keberatan scbagdinana dimaksud dajam Pasal 40, pejabat
vang ditunjuk membuat telaahan stal yang berislkan uraian pertimbangan
dan penilaian terhadap keberatan Wajih Pa)jak.

Berdasarkan telazhan stal sebapnunaia dimaksud pada ayat (1), Kepala
Daerab  mengeluarkan rekomendasi nlau disposisi kepada pejabat yang
ditunjuk untuk ditindaklanjuli = dengar  menerbitkan  Surat Keputusan
Menotak, Mengabulkan $ ehurubnya atou Sebagian permchonan keberatan
Wa:ih Pajk. :

Fa=al 46

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk  karena Jabatannya atau atas
permeohonan Wajb Pajgk dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan
Pajak yang dalam penerbitannya iterdapat kesalahan rulig, kesalahan hitang
atau  kekelimuan dalam pen¢rapan ketentuan  peraturan perundang-
undangan tentang Pajak Hiburan, :

Permohonan pembetulan sebagaimédna dimaksud rada ayal (1], harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajb Pajpk kepada Kepala Daerah atau
Pejabat vang ditunjuk sclambul-lambatnya 30 f(tiga puiuh] hari sejak
tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberamn dengan mencantumkan
alasan yang jelas.

Bagian Kedua
Banding
Pagal 47

Wajib Pajak dapai mengajukan pennchonan  banding hanya kepada
Fengadilan Pajak terhadap Kepurusan mengena’ keberatas yang ditetapkan
oleh Kepals Daerah,

Permechenan banding hanya dapat digjukan gpabila jumlah pajak yang
terutang dimeksud telah dibayar sebeser 50% (lima ‘puluh persen).
Fermohonan banding scbagaimana dimalksud pads ayat (1], diajukan sccara
tertulis dalam Behasa Indenesia, dengan alasan vang miss dalam Jangks
wakiu paling lama 3 [tiga) bulan sepk Keputusan Keberatan diterima,
dengan melampirkan salinan Surat Kepviusan Keberaan,

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar paik
clan pelaksanaan penagihan pajuk.

Pasal 48
Terhadap satu Keputusan Keberatan hansa diajukan 1 fsatu) Surat Banding.

Wajib Papk dapat mengajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada
Pengadilan Pajak,

Banding yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, dihapus dan
daftar sengketa berdagarian

& Penetapan Hakim Pengadilan Pajak atas Surat Pernyataan Pencabutan
yang diajukan olsh peanbanding sebelum sidang dilaksanakan:

L. Putusan Hakimnm Pengadilan Pajak melalui pemeriksaan dalam  Surat
Pernyataan Pencabutan yang diajukan dalam sidang atas Perselu Juan
terbanding,
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{ui) B_anding yang telah dicabut melalti penetapan atau putusan sehagaimana
dimaksud pada avat (3] tidak dapat diajukar kernbali.”

*

BaB il

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENOURANGAN SANKSI ADMINISTRAS]

l'.
Pasal 49

{1} Atas permohonan Wajb Pajak, Kepala Daerah atau Pejabal yang ditunjuk
karena jabatannya dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBET $TPD, SKPDN
atau SKPDLB yang dalam penulisannyva terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.

(2]  Pelaksanaan pembetulan SKPORKE, SKPFDKBT atawe STPC atas permohanan

Wajbk  Pajak  sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan scbagal
berikut '

a. Permnhonan diajukan kepads Kepala Ducrah atzy Pejabat yang ditunjuk
dalarn jungka waktu 3 [tiga) bulan setelah Surat Keictapan Pajak Daerah
sebagaimang dimaksud pada ayet (1) diterima, kecuali apabila Wajib
Pajpk dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhl karena keadaan diluar kekuagaannya.

b Terhadap SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yung ekan dibetulkan baik
karena Jp.batan atauy atas permohonan Wajib Papk sebageimensa
dimaksud - pada ayat (1), dilakukan peneltian administrasi atas
kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekelimuan dalem penerapan
Peraturan Daerah tenteng Pamk hiburan.

¢ Apabila dari hasil penelidan sesagamana dimaksud pada huruf b
ternyata lerdapat kesalahan Wlig, Kesolahon hitung aweu  kekeliruan

dajam penerapan Peraturan Daerab  teniéng Pajak Hiburan maka
SKPDKE, SKPDKBT atau BTPD e¢reebut didelulkan sebagaimena
mestinya.

d. Pembetulan SKPDKB, SKPDKBT ataw STPD sebagaiumana dimaksud
pada  huruf ¢ dilakukan dengan menertibkan  Surat Keputusan
Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah atau STPD oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk,

e, Sural Keputusan Pembetulan Ket@rapan Pajpk Daerah atau STPD
sebagaimana dimaksud pada hurof d harus disampaikan pada Wajb
Pajak paling lambat 3 {tiga) hari kerja sejak diterbitkan.

f  Surat Keputusan Pembetulan Ketetapen Pajak Daerah atau STPD harus
dilunasi dalam jangke waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hand scpk
diterbitkan, .

g. Dengan diterbitkkanya Sural Wepuiusan Péembetulan  Kelctapan Pajak

Daerah atau STPD meka SKFDEKE, SKPDEBT atsu STPD zenmila
dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam adminisirast perpajakan.

h. SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sconua, . sebelum disimpan sebagal arsip
sebagaimana dimaksud pada huruf g harus dibert tanda silang dan
parafl serta dicantumkan kata-kata *Dibatalkan”,

L Dalam hal permmchonan Wajb Pajpk ditolak rmaka Kepala Daerah atau
+ Pejabat yvang ditunjuk segera mencrubkan Surat Kepuiusan Penclakan
Permnbukuan SKPDKEB, SKPDKBT atau STPD.
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Pasal B3

Kepala Dacrah atau Pejabat yang dilunjuk  karena jabatanya atau atas
permahonan-permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan ataul
menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda aiau kenaikan pajak
yvang terutang. dalam hal sanksi iereebur dikenakan karena kekhilalan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahanya,

Penguiungan atav penghapusan sanksi administrasi berupa tunga, denda,
dan kenaikan pajk terutang sebagaimona dimaksud pada ayat (1), dapat
dilakukan terhadap

a4, Sanksi  admimstrasi  berupa bunga disebabkan keterlambatan
pernbayaran pada Masa Pajak;

b, SBanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak dalam
Surat Ketetapan Pajek Da¢rah atau STPD,

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa
bunga amu denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huraf a, dilekukan sebagal berikut

2. Walb Pajak mengajukan peiniohonan pengurangan alau penghapusan
secara tertulis kepada Kepale 3adan datem waktv paling lama 7 (tujuh)
har setelab jatuh tempe pembayaran pajek terutanp, kecuali apabila
Wajib Pajak dapat menunjukan bahwe jangke woktu teraebutr tidak
dapat dipenuhi karena keadean dilugr kekuasaannya.

L. Bural permohonan sebagaimana dimaksud pada muruf a2 harus
mencantumkan alesan yang jelas dengan pernyalgean kekhilalian ‘wajib
Pajak atau bukan karena kesalahanya dan melampirkan SEFD yang
telah diisi dan ditandatangan Wajib Pajak;

¢. Terhadap permohonan yveng ditolak, Kepala Daerah

1. Menertibkan STPD ates pengenaan sanksi administrasi berupa
bunga; atau

2. Menulis catatan alku keterangan pada sarana pembayaran SSPD
yang Mmenerengkan bahwa pokok pajak dibayar beserta gsanksi
adminiatrasi berupe bunga schesar 2% (dua persen) perbulan untuk
kemudian divbah tanda tangan don nama jeles Kepala Badan dan

gelanjutnys menertibkan STPD yang memuat sanksi administrasi
berupa bunga e (dua persen) dimaksud;

d. Terhadap permohonan yang diseinjui atau karena jabatan berdasarkan
alasan vyang dapat diterim#, Kepala Daerah atau Pepbar vang ditunjuk
mengurangl atat menghapus sanksi adminustras) Rerupa bunga atac
denda akibat keterlarnbatan pembeayaran pada Masa Pajak, dengan cara
menuliskan catatan atau keterangan pada sarana pembayaran SSPD
bahwa sanks] fersebul dikurangkan atau dihapuskan sera dibubuhi
tanda tengan dan nama jelas kepala Dacrah, '

e. Wajb Pajak melakukan pembayaran pzjak dalam waktu 1x24 (satu kal
dua puluh empat) jam sejpk disetujui perrnchonan tersebut pada huraf
'Ij,' i

[ Ternadap permchonan vang ditolak, Kepala Daerah atau Pejabar vang
ditun juk

i. Menuliskan catacar atae keterangun pada samna  pembayaran SSPD
bahwa sanksi tersebut dikenakan bunga sebesar % (dua persenj
perbulan kemudian dibybuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala
Caerah atau Pejabat yvang ditunjuk;




()

(3}

()

{10]

2R

2 Menertibkan STPD atas pengénaan sanksi bunga Lerse nut.

Pengurangan atau penghapusan sanks administras| berupa bungas, denda

atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajgk Daerah atay STPD
schagaimana dimaksud pada avat 2 huruf b, dilakukan sebagal bernkut

a. Wajb Pajak mengajukan permohonan secara  teriulis kepada Kepala
Dacrah atau Pejabat  yang, ditunjuk cdalam jangka waktu 4 (empat)
bulan sejak Surat Ketetapan Pajl Daerah diterima oleh Wajib Pajak,
kecuali apabila Wajib Papk dapat menunjukan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan d luar kekuasaannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada hurul a harus mencantumkan
alasan yang jelas serta melarmpirkan '

1. Sura: Pernvataan kekhilafarn Wajib Pajk wian  bukan karena
kesalahanya; '

2. Bural Ketetapan Pajak Daerah vyang menelapkan adanya “kenaikan
pajalk terutang.

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (3 hyraf
b, Pejabat yang ditunjuk gleh Kepala Daerab gepera melakukan penelitian
administrasi  lenlang  kebenaran  dan  alasan Wajib  Pajak  maupun
lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huna b,

Terhadap pengurangan ateau penghepusan sganksi administrasi karena
Jabatan, penelitian administraai dilekukan sssusi permintean Kepala Dgerah
atas vgulan darl Pejabat yang ditunjuk.

Atas dasar husil penclitian administrasi scbagaimana dimaksud pada ayat
(5] atau ayat (6)), Kepala Badan Pendapatan Daerah melakukan Penagihan
dan Keberatan membuat waian perlimbangan atas pengurangan atau
penghapusan sanksi administras! untuk mendapatkan persetujuan atau
penolakan dari Kepala Dagrah,

Dalam hal pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayae (7] disetujul,
maka Kepala Deacrah memberikar pengurang Bn aiau penghapusan sanks
administrasl perupa bunge atau dencda dan kenailkan pajak terurang yang
tercantum dalam Surat Ketstapan Pejak Daerel ateu STRD yang telah
diterbitkan, dengan cara menérbitkan Surat Keoputusan Pengurangan dan
Penghepusan & anksi Administrasi sebagal pengganti Surat Ketetapan Pajak
Daerah ateu STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Dalam pertimbangan sebagaimana dimaksud mpads ayat ([8) ditolak malka
Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan dan
Fenghapusan Sanlkesi Administrasi yang ditandatangams oleh Kepala Daerah.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajek paling jambat 7 (tujuh) han
setelah menerima surat Keputusan Pensumnpgan dan Penghapusan Sankesi
Administrasi schagaimana dimaksud pada ayat (9.

BaB X
FENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBEAYARAN
Faszal 51

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembeoiion atas kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepals Dacerah.

Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1
disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajpk yang telah disetorkan ke

i




(3]

(4)

(1]

(2]

2% i

Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Malukn
Tengah berdasarkan

a.  Perhitungan dan Wajib Pajak;

2. Surat Kepuivsan  Keberatan atau  Surat Keputasan  Pembetulan,

Pembatalan dan  Pengurangan Kactspan dan  Fengumangan  alau
Penghapusan Sanksi Adminrstrasi: '

c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;

d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan atau pembcbasan pajak
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas permohonan Wajik Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1] Kepala
Daerah ataw  Pejabat  yang  ditunjuk  meéngadakan peneliian  agan
pemeriksaan  terhadap kebeénaran kelebihan pembayaran  pajek  dan
permenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan permohonan sebggaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjukan dalam jangka waktu paling lama 3
itigal bulan sejck diterimanya permohonan harus membenkan keputusan.

kelebihan ;permbayaran pajak yang sudah diseror dapat dikembalikan kepada
Wajib Pajak atau penanggung pajak me'alyl restitusi dengan cara

a Dalam surat permeohonan Wajib Pujak, harus dilampirkan dokumen :
1. Identitus penduduk atau KTP pemohon waiib Pajak;
2. SPTPD, untuk Masa Pawk yang menjadi dasar permohonanm;

3. Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) vang
menjadl dasar permohonun;

4. Bukti pembayaran pejek yang menjadi dasar permchonan;
5. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak;

b Sewlah Wajib Pajak awu penanggung pajek menerime SKPDLB, Kepala
Daerah menerbltkan Surat Perintalh Pembwvaran Kelebinan Pajak
Daerah (SFMKPD);

¢ Kas Dagrah mengembalikan Kelebihan pembayeran  pajak  sesual
SPMKPD dan SFMU.

Apabila Wajib Palak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebib dahulu utang pajpk
lersebut,

Apabila kelebihan pembayaran pajpk diperhilunszkan denpan uwang pajak
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8}, pembayaruinya dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sehagal bukti pembayaran.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal o2

‘Wajib Pajak dapat mengajukan permghonan pengurangan, keringanan atau
pembebasan pajak kepada Daerah arau Pejabat yvang dirun e

Permochonan pengurangan, keringansn  atau  pembebasan  pajak  harus
diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia  serta
melampirkan fletocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon,




()

b

IF'otocopy Surat Keietapan Pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan
alhsan secara jelas. .

Kepala Daerah atau Pejebat yang ditunjuk menyampaikan keputusan
pengurangan, keringanan atau permbebasan pajk hiburan Kepada Wajib
Pajak.

3

Pasal 53

-

Atas peérmohcnan pengurangan sehagaimar a dimaksud dalam pasal 52, Kepala
Dacrah dapat memberikan pengurengan pajak vang hasilnya digunakan untuk
kepenkingan sosial atau keagamaan, setinggturipgriyva  30% (lima puluh persen)
dar pokok paiak,

(1

(2}

(1)

Fazal 54

AMas  permohonan keringanan sebagoimana  dimaksud dalam  pasal 53,
Kepala Dkaserah dapat memberikan keringanan  berupa angsuran
Pembayaran pajak terutang atau penundaan pembayaran pajak terutang,

Pemberian keringanan pajak sedagaimana dimaksud pade ayer (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan keadaan tertentu yang cialami Wajb Pajak.

Pasa! 55

Delam rangka penerimaen dan pengembangan olakraga kesenian dasrah
dan perfilman nasional, atas permohonan Wajib Pgjak secara tertylis, Kepala
daerah dapat memberikan perngurangan ateu Kepinganan pajak hiburan
yang meliputi

a. Kersenian nasional;

b Olahrago;

c. Perlilmman Nasional;

d. Taman rckreasi atau ling kunga n wisata.
Jeris hiburan dimaksud pada ayat (1), Benpa
4 Kesenian nasiongl amara lain lardiri dari;

1. Kesenian rakya! atau tragisipnal;
2 Seni tar
3. Seni drams;
4, Seni suara; i
5 Berm musik [murny.
b, Olahraga  yang  bertujuan  rmembina, memasyarakatkan  dan

meningkatican prestasi  olahrags masvarakat, pelajar,  mahasiswa,
pemuda dan karyawan dalam lingkup daerah dan nasional;

<. Perfilman Nasional yang berzujuan membina pengembangan perfilman
nasional yang diberikan terhadap setiap produksi judul film serta
Rooutarannya,;

d. Taman rekreasi arau lingkungan wisata erdici dari -
1. Taman rekreasi yang bersifat monumental,
2. Taman rekreasi yang alami;

3. Taman rekreasi pendidikan.
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Pasal 55

permohcnan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) harus

diengkapi persvaratan adrninistrasi

a. Proposal Kegwan penygignggaraan hibwan barus memasi

].

Penvelenggaraan hihuran mesidentil

al Kegiatan yvang akan dilaksanalkan;

b Maksud dan tujuan;

Jenis penyelenggaraan hiburan;

Jumlah undangan dan harga tanda masuk yang ditentulean:
Kepanitiaan atau organisas! penyelenggaraan;

Modal kerja;

Jadwal kepatan;

B 5o oo

Perjanjlan kerjasama penyclenggara huluran;

] Rincian peruntukan hasil penyejenggaraan biburan:
Penyelenggaraan hiburan rutin aiau tetap

2t Keglatan yang akan dilaksanalan;

Maxsid dan tujuan;

Jenia penyclenggaraan hiburauy,

Biodata organisasi penyelenggara;

Cash flow/arus Kas,

Perjanjian kontak kerjasama atau buktl pernilikan hak;
h Akte pendirian;

!
o
& Proyeksi jumlah pengunjung dan harga tanhda masuk,
<
f
B

i Rincian peruntukan hasil penyclenggaraan hiburan.

b. Folecopy Karta Tanda Penduduk alew iduntias pemeohon;
- Fotocopy wkie pendirian bagi Badan yang berDentuk badan hukum;

. lzin penyelenggara hiburan dari instans) yang berwenang.

Pasal 37

Kepala Daerah dapat memberikan pembebasan pajak sebagaimana dalam Pasal
M ayat (4} terhadap :

a

o,

L

Fenyelenggaraan hiburan dalam keadaan force majewre, -
Penyclenggaraan hiburan panti pijat yang sehuuh emijat nya tuna netra,;

Jenis pertunjukan atau permainan yang diselenggarakan okh pengusaha
ekonomi lemah yang peryelengparaannya dilakukan secara berkeliling
dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan pembayaran yang
diminta dari penonton sccara sukargla;

Perturijukan keramdian  dan  permelnan yang  sematd -maka bersifal
hiburan tradisional yang menurit pertimbangan Kepala Daerah dapat
dibebaskan; : :



iz

e, Penyelenggaraan hiburan yang semata-mata bersifat sosial atau
keagamnaan yang bertujpan tidak mencar! keuntungan dan  mengrut
pertimbangan Kepala Dasrah dapat dibebaskan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Peraturan Bupati inl mulai beriaka pada tanggat diundangkan

Acar  sellap orang mengelahuinya, mementtabkan  pengundangan  Peraturan
Bupati ini dengan perempatannya dalam Bema Daerah Maluku Tengah.

[Ytetapkan i Masohi

paca tanggal 2 6 M 2018

Duriclangkan di Maschi

pada tangeal 26 Mol 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA
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